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Artinya: “Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi
baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu
merupakan musuh yang nyata.”

(Q.S. Al-Bagarah ayat [2] 168)"

* Tim penterjemah, wagaf Al-qur’an dan terjemahannya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara
Penterjemah/Pentafsir Al-qur’an, Maret 1971) 41.
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ABSTRAK

Intan Nur Hasanah, 2025: Analisis Putusan Lembaga Bahtsul Masai’l Nahdlatul
Ulama’ Jawa Timur Terhadap Produk Minuman Berlabel Halal
Berbahan Baku Karmin Perspektif Maqgasid Syari’ah.

Kata Kunci: Bahtsul Masail, Nahdlatul Ulama, karmin, magashid syariah, label
halal.

Dalam sehari-sehari makanan dan minuman menjadi kebutuhan yang
sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Selain dari segi kandungan
yang ada dalam suatu produk makanan dan minuman, kehalalan produk pangan
saat ini menjadi perhatian penting di tengah masyarakat muslim Indonesia,
khususnya terkait kandungan bahan tambahan pangan yang berasal dari hewan
atau serangga. Salah satunya adalah karmin, pewarna alami yang diperoleh dari
serangga Cochineal, yang kerap digunakan dalam minuman berlabel halal. Skripsi
ini mengkaji bagaimana Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Jawa Timur
memutuskan status hukum minuman tersebut, serta meninjau keputusan itu
melalui perspektif Magashid Syariah.

Adapun fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana putusan lembaga
bahtsul masa’il nahdlatul ulama’ Jawa Timur terhadap hukum minuman berlabel
halal berbahan baku karmin? 2) Bagaimana analisis maqasid syariah terhadap
putusan lembaga bahtsul masa’il nahdlatul ulama’ Jawa Timur terhadap hukum
minuman berlabel halal berbahan baku karmin?

Tujuan penelitian ini untuk: 1) mengetahui putusan lembaga bahtsul
Masai | nahdlatul Ulama’ Jawa Timur terhadap hukum minuman berlabel halal
berbahan baku karmin, 2) mengetahui analisis magasid syariah terhadap putusan
lembaga bahtsul masa il nahdlatul ulama’ Jawa Timur terhadap hukum minuman
berlabel halal berbahan baku karmin

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan
konseptual dan pendekatan perundang-undangan terhadap fatwa LBM NU Jawa
Timur tentang produk minuman berlabel halal berbahan baku karmin disertai
kajian literatur seperti buku tentang magashid syari’ah sebagai sumber primer dan
jurnal, serta artikel yang relevan dengan penelitian sebagai sumber pendukung.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa: 1) Bahtsul Masail menetapkan
minuman berbahan karmin sebagai minuman yang haram untuk dikonsumsi,
meskipun telah berlabel halal secara administratif. Keputusan ini didasarkan pada
pertimbangan belum terpenuhinya unsur istihalah yang sempurna dan potensi
kemudaratan bagi umat. Bahtsul masa’il juga mengedepankan prinsip kehati-
hatian sebagai Upaya melindungi umat muslim dari kemudharatan dan kesesatan.
2) Dalam perspektif magashid syariah, dimana menurut penulis keputusan
tersebut sejalan dengan ke lima prinsip terutama dalam menjaga agama dan jiwa
(hifzh al-din dan hifzh al-nafs) yang menjadi prioritas utama syariat Islam dalam
mencapai kemaslahatan. Temuan ini menjadi pengingat pentingnya ketelitian
terhadap kandungan produk halal serta urgensi pembenahan regulasi dan edukasi
halal di masyarakat.
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Konteks Penelitian

Makanan dan minuman merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi
dalam aktivitas manusia sehari-hari. Dalam aktivitasnya, manusia
memerlukan makanan dan minuman pokok sebagai asupan wajib setiap hari
serta makanan dan minuman pendamping sebagai asupan tambahannya.
Banyak sekali macam-macam produk makanan dan minuman pendamping di
Indonesia. Terutama pada produk minuman yang seringkali di konsumsi
manusia untuk menemani di tengah-tengah kesibukannya.! Ada beberapa hal
yang perlu diperhatikan ketika hendak mengkonsumsi produk minuman
terutama bagi umat muslim. Selain memperhatikan dari segi rasa sebagali
bentuk selera manusia terhadap minuman tersebut. Manusia juga harus
memperhatikan kandungan yang ada di dalam produk minuman yang hendak
mereka konsumsi. “Pentingnya memperhatikan kandungan adalah untuk
mengetahui apakah minuman tersebut layak dan sehat untuk dikonsumsi dan
teruntuk umat muslim_ pastinya harus memastikan halalnya kandungan yang
ada dalam suatu produk minuman tersebut.

Ada dua kategori minuman dinyatakan halal di konsumsi di antaranya
yaitu zat atau kandungan di dalamnya dan dari mana asal makanan dan
minuman tersebut diperoleh. Terdapat beberapa zat yang ada pada produk

minuman salah satunya yakni zat pewarna. Zat pewarna sering kali digunakan

! Hairul Ulum dan Sufyan Huda, “Polemik Fatwa LBM NU Jawa Timur dan MUI
Tentang Karmin Sebagai Pewarna Makanan dan Minuman,” lltizamat: Journal of Economic
Sharia Law and Business Studies 1, no. 1 (2023): 47-56.



pada produk minuman sebagai kombinasi rasa pada produk minuman
tersebut. Seperti contoh produk minuman susu dan yogurt rasa strawbery
yang berwarna merah muda diantaranya dari merk Frisian Flag, Cimory
Yogurt, Ultra Milk, Greenfields, dll. Warna merah muda pada suatu produk
minuman sering kali menggunakan bahan alami dari karmin. Karmin adalah
sebuah pewarna berasal dari serangga cochineal yang berwarna merah alami.
Cochineal ini adalah salah satu jenis serangga yang hidup pada tanaman
kaktus opuntia ficus-india yang banyak di temukan di daerah Amerika
Selatan. Di mana dalam memperoleh pewarna alami karmin ini yakni dengan
mengeringkan ~ serangga  cochineal  terlebih  dahulu  kemudian
menghancurkannya hingga dapat mengambil ekstrak pigmen merah yang ada
di dalamnya.?

Sesuai dengan peraturan undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang
Jaminan Produk Halal yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor
39 tahun 2021 tentang Jaminan Produk Halal pasal 2 ayat 1 yang berbunyi
“produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia
wajib bersertifikat halal”. Artinya setiap pelaku usaha di Indonesia dalam
memproduksi, mengedarkan, dan menjual produk pangannya wajib
mendapatkan sertifikasi halal oleh lembaga terkait serta menyertakan logo
halal pada kemasan produknya. Namun pada ayat 2 dan 3 di pasal yang sama
juga disebutkan bahwa (2)”Produk yang berasal dari Bahan yang diharamkan

dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal” (3) “Produk sebagaimana

2 Chairunnisa Nadha, “Mengenal Karmin, Pewarna dari Serangga,” LPPOM MUI, 2021,
Di akses pada tanggal 25 September 2024, https://halalmui.org/mengenal-karmin-pewarna-dari-
serangga/.



dimaksud pada ayat (2) wajib diberikan keterangan tidak halal”. Hal ini untuk
menguatkan secara hukum bahwa produk pangan yang diproduksi oleh
produsen di Indonesia halal untuk dikonsumsi khususnya masyarakat
muslim.?

Pada tanggal 29 Agustus 2023 Lembaga Bahtsul Masa’il NU Jawa
Timur mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa bahan pewarna karmin
dalam produk makanan dan minuman hukumnya haram. Alasan putusan
tersebut mengharamkan pewarna karmin menurut data yang peneliti temukan
adalah Lembaga bahtsul masai’l (LBM) Nahdlatul Ulama Jawa Timur
mengacu pada Jumhur Ulama Syafi iyah dengan mengkaji tidak kurang dari
30 kitab kurats oleh tokoh-tokoh yang mumpuni dalam bidangnya sehingga
menghasilkan putusan bahwa mengkonsumsi bangkai serangga hasyarat
(hewan yang melata di tanah) tidak diperbolehkan dikarenakan najis dan
menjijikkan. Namun pendapat tersebut tidak serta merta diputuskan begitu
saja, dikarenakan di dalam_putusan. Lembaga bahtsul masail (LBM)
Nahdlatul Ulama Jawa Timur menggunakan beberapa pendapat jumhur
ulama’. Dalam putusan tersebut sebenarnya lebih mengarah terhadap cara
pengolahan serangga chochineal yang hendak dijadikan bahan pewarna
makanan yang disebutkan bahwa pengolahannya dengan cara dihancurkan,
dikeringkan, dan direbus. Namun dalam data interaksi tanya jawab yang
terdapat dalam putusan ada dua jawaban yang bertentangan menurut ulama’

yang berbeda, yakni menurut Jumhur ulama’ Syafi’iyah Karmin dihukumi

3 Syafrida Syafrida, “Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi
Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim,” ADIL: Jurnal Hukum 7, no. 2
(2016): 161, https://doi.org/10.33476/ajl.v7i2.353.



haram sedangkan menurut Imam Qoffal hukumnya suci. Maka dari itu penulis
tertarik untuk menganalisis putusan lembaga bahtsul masail (LBM)
Nahdlatul Ulama Jawa Timur dengan menggunakan cara pandang lain
menggunakan perspektif magashid syari’ah.*

Sementara itu Kita sebagai umat muslim pada masa modern ini
harusnya berpikir terbuka dalam menyikapi putusan yang ada. Islam selalu
menyediakan alternatif terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi
mulai dari zaman dahulu sampai saat ini. Hal ini membuktikan bahwa agama
Islam adalah agama yang “Shalihun likulli zaman wal makan” artinya “sesuai
untuk setiap zaman dan tempat” dimana penulis menggunakan ungkapan ini
terhadap hukum Islam yang selalu mengikuti zaman dan tempatnya. Hukum
yang berlaku di dalam Islam dapat dilakukan pertimbangan kembali ketika
ada sesuatu yang mengharuskan untuk ditinjau kembali karena faktor zaman
dan di mana hukum itu berlaku. Acuan pemikiran dalam menentukan sebuah
putusan atau produk hukum tidak mengharuskan pada satu pemikiran nalar
hukum. Maksudnya, dalam menghadapi zaman pada saat ini di mana banyak
sekali kebutuhan pangan dan macamnya maka nalar fikir umat muslim harus
bersifat terbuka dengan menyandingkan pendapat-pendapat dari ulama’ figih
terhadap fenomena yang terjadi pada saat ini yakni dengan kaidah figih dan
juga nalar fikir yang jelas salah satunya dengan magashid syariah. Karena
pada zaman sekarang ini ada banyak cara berijtihad dalam menentukan

sebuah permasalahan hukum dalam Islam. Salah satunya yakni dengan

* Risma Savhira, “NU Jatim Larang Penggunaan Pewarna dari Karmin, Dihukumi Najis,”
nuonline, 2023, Diakses tanggal 25 september 2024, https://jatim.nu.or.id/metropolis/nu-jatim-
larang-penggunaan-pewarna-dari-karmin-dihukumi-najis-nZcvn.
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https://jatim.nu.or.id/metropolis/nu-jatim-larang-penggunaan-pewarna-dari-karmin-dihukumi-najis-nZcvn

menggunakan pemikiran magashid Syariah yang relevan dengan
perkembangan zaman pada saat ini.

Di samping itu penulis juga melakukan beberapa riset terhadap
penelitian terdahulu terhadap issu yang diangkat sebagai sebuah patokan
dalam menentukan peta konsep pemikiran. Salah satunya Penelitian dari
Skripsi yang ditulis oleh Adelia Putri Nur Alif dari Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah Insitut Agama Islam Negeri Madura (2024) dengan judul
skripsi “Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 33 Tahun
2011 dan Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU)
Jawa Timur Terhadap Penggunaan Karmin Sebagai Pewarna Alami” yang
didalamnya meneliti tentang isi kedua putusan antara Fatwa Majelis Ulama
Indonesia (MUI) Nomor 33 Tahun 2011 dan putusan Lembaga Bahtsul
Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) Jawa Timur Terhadap Penggunaan
Karmin Sebagai Pewarna Alami dengan mengkomparasikan kedua putusan
tersebut.”

Namun dalam Penelitian tersebut peneliti tidak secara mendalam
membahas tentang alasan apa yang digunakan kedua putusan tersebut
sehingga menghasilkan sebuah putusan yang bertolak belakang. Peneliti
hanya secara jelas meneliti kaidah dan hukum yang digunakan dengan
pendekatan hadist dan Al-quran serta undang-undang yang relevan kemudian

menghasilkan sebuah pandangan baru terkait dua putusan tersebut. Maka dari

® Adelia Putri Nur Alif, “Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Mui) Nomor 33
Tahun 2011 Dan Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (Lbmnu) Jawa Timur
Terhadap Penggunaan Karmin Sebagai Pewarna Alami Dalam Produk Halal”, (Skripsi Program
Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Madura, 2024), 4.



itu adanya Penelitian tersebut menjadikan sebuah tombak arah terhadap
penulis dalam menganalisis Keputusan Lembaga Bahtsul Masa’il Nahdlatul
Ulama (LBMNU) Jawa Timur terhadap hukum penggunaan karmin pada
produk makanan dengan mengtahui dan menganalisis lebih dalam terkait
alasan adanya putusan tersebut menggunakan pisau analisis yang berbeda
yakni magashid syariah. Namun sebenarnya sudah ada Penelitian yang
menggunakan pisau analisis yang sama yakni magashid Syariah oleh Fajrul
Irfan Burhani dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah,
Universitas Islam Negeri Maulana Malik lbrahim Malang (2024) dengan
judul “Status Pewarna Makanan dan Minuman dari Serangga Cochineal
Perspektif Magashid Syariah (Studi Komparasi Fatwa MUI No. 33 Tahun
2011 dan Keputusan PW LBM-Nahdlatul Ulama Jawa Timur Tahun 2023)”
yang didalamnya secara jelas menjabarkan tentang status kedua putusan
tersebut . menggunakan - magashid Syariah. dengan = mengkomparasikan
keduanya sehingga menghasilkan perbedaan dan persamaan status makanan
dan minuman dari Serangga Cochineal sesuai dengan analisis menggunakan
magashid Syariah. Selain itu pada bab saran peneliti menyarankan kepada
peneliti selanjutnya agar menganalisis lebih dalam terhadap alasan hukum
adanya kedua putusan tersebut yang pada saat ini penulis gunakan sebagai
Penelitian dengan mengambil satu putusan yakni putusan Lembaga Bahtsul
Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) Jawa Timur dikarenakan putusan

tersebut masih baru dan hangat dalam pembahasan masyarakat.

6 Fajrul Irfan Burhani, “Status Pewarna Makanan dan Minuman dari Serangga Cochineal



Oleh karena itu peneliti di sini menganalisis alasan putusan LBM NU
Jawa Timur terhadap penggunaan pewarna karmin pada produk makanan dan
minuman dengan menggunakan magashid syariah. Penggunaan magasid
syariah ini dapat menjadikan aturan yang telah ada digunakan dalam waktu
dan tempat tertentu sesuai dengan segi apa yang dipakai. Artinya dalam
magasid syariah penentuan hukumnya dilihat dari hikmah dan illat yang ada
dalam permasalahan tersebut. Dalam hal ini adalah hukum halal dan
haramnya penggunaan pewarna makanan berbahan baku karmin pada suatu
produk makanan dan minuman. Maka dengan menggunakan magqashid
syariah sebagai pisau analisis yang penulis gunakan yakni dengan cara
melihat illatnya terlebih dahulu. Illat adalah suatu sifat tertentu yang jelas
sesuai dengan objek, ketentuan hukum, yang di mana ada tolak ukurnya
dalam menentukan sebuah hukum, sederhananya illat adalah penyebab atau
alasan_hukum itu ditentukan. Dalam hal ini illat diartikan sebagai penyebab
mengapa pewarna makanan yang. berbahan baku karmin diharamkan oleh
LBM NU Jawa Timur yang pastinya ada suatu illat tertentu yang menjadikan
sebuah aturan hukum itu ditentukan. Selanjutnya setelah dilihat dari illatnya,
maka dilihat dari hikmahnya apakah hukum yang telah ditentukan akan
menjadi suatu kemaslahatan bagi umat atau tidak. Kemaslahatan bagi umat
dapat dilihat dari berbagai aspek di antaranya ialah aspek kesehatan,

kegunaan dan manfaat, dan lain sebagainya.

Perspektif Magashid Syariah (Studi Komparasi Fatwa MUI No. 33 Tahun 2011 dan Keputusan
PW LBM-Nahdlatul Ulama Jawa Timur Tahun 2023, (Skripsi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas
Syariah,Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024), 5.



Pada hal ini Penulis akan membenturkan dengan menggunakan kelima
unsur pokok magashid Syariah yakni Pemeliharaan Agama (Hifzh al-Din),
Pemeliharaan Jiwa (Hifzh al-Nafs), Pemeliharaan Akal (Hifzh al-’Aql),
Pemeliharaan Keturunan (Hifzh al-Nasl/al-Nasb), Pemeliharaan Harta (Hifzh
al-Mal). Maka dari itu penulis ingin menemukan ide-ide baru dalam
menganalisis alasan putusan Lembaga bahtsul masa il nahdlatul ulama’ Jawa
Timur tentang haramnya pewarna alami karmin terhadap makanan dan
minuman, dengan menggunakan pemikiran magashid syariah. Dengan judul
penelitian “ANALISIS PUTUSAN LEMBAGA BAHTSUL MASAI'L
PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA’ JAWA TIMUR
TERHADAP PRODUK MINUMAN BERLABEL HALAL BERBAHAN
BAKU KARMIN PERSPEKTIF MAQASID SYARI’AH”

B. FOKUS PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang di atas penulis akan melakukan penelitian
dengan menggunakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana putusan lembaga bahtsul masa’il nahdlatul ulama” Jawa
Timur terhadap hukum minuman berlabel halal berbahan baku
karmin?

2. Bagaimana analisis magasid syariah terhadap putusan lembaga
bahtsul masa’il nahdlatul ulama’ Jawa Timur terhadap hukum
minuman berlabel halal berbahan baku karmin?

C. TUJUAN PENELITIAN
Berdasarkan Latar Belakang dan Fokus Penelitian di atas maka tujuan

dari penelitian yang akan diteliti oleh penulis sebagai berikut:



1. Untuk mengetahui putusan lembaga bahtsul masa’il nahdlatul
Ulama’ Jawa Timur terhadap hukum minuman berlabel halal
berbahan baku karmin

2. Untuk mengetahui analisis magasid syariah terhadap putusan
lembaga bahtsul masa’il nahdlatul ulama’ Jawa Timur terhadap
hukum minuman berlabel halal berbahan baku karmin

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat penelitian serta tujuan penelitian ini yaitu
tercapainya studi penelitian di atas. Atas dasar fokus penelitian tersebut serta
rasa keingintahuan peneliti dan menambah pengetahuan peneliti serta dapat
menemukan ide-ide baru terhadap permasalahan tersebut yang kemudian oleh
peneliti diangkat menjadi judul skripsi dengan judul “Analisis Putusan
Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama’ Terhadap Produk minuman
berlabel halal berbahan baku karmin Perspektif Maqashid Syari’ah”.

Berikut kegunaan penelitian ini serta beberapa manfaat penelitian
sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis yang diharapkan oleh peneliti dalam
penelitian ini ialah sebagai produk penelitian ilmiah, dan peneliti
berharap di dalam penelitian ini dapat memberikan sumbangsih
terhadap pengetahuan terutama dalam mengetahui suatu hukum yang
tidak dijelaskan secara jelas dalam Al Quran dan Hadist. Apalagi
adanya putusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama’ Terhadap
produk minuman berbahan baku karmin yang bertolak belakang

bunyinya dengan fatwa MUI nomor 33 tahun 2011, namun sudah ada



10

label halal pada produknya yang di mana hal ini tidak sesuai dengan
undang-undang Jaminan Produk Halal yang ada. Maka Peneliti
berharap dengan adanya penelitian ini menjadikan pisau bedah
pengetahuan dan ide-ide baru dalam mengetahui sebuah hukum
minuman berlabel halal berbahan baku karmin dengan menggunakan
pisau analisis magashid Syariah dengan membenturkan dengan lima
prinsip magashid Syariah yang mengutamakan kemaslahatan umat
dengan mempertimbangkan permasalahan yang ada mengikuti zaman
sekarang.
2. Manfaat Praksis
a. Bagi Peneliti
Adapun dengan adanya penelitian ini peneliti berharap
sebagai penambah ilmu pengetahuan dan sebagai media
pembelajaran . untuk . lebih = memahami . tentang  hukum
menggunakan/mengkonsumsi. produk minuman berlabel halal
berbahan baku karmin dengan beracuan pada maqashid Syariah.
a. Bagi Instansi
Adapun dengan adanya penelitian ini diharapkan oleh
peneliti sebagai sumber pengetahuan serta kepustakaan Universitas
Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember.
b. Bagi Masyarakat
Adapun dengan adanya penelitian ini peneliti berharap

juga, sebagai salah satu sumber ilmu pengetahuan bagi masyarakat
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umum untuk lebih mengetahui serta memahami tentang hukum
menggunakan/mengkonsumsi  produk minuman berlabel halal

berbahan baku karmin dengan perspektif magashid Syariah.

E. DEFINISI ISTILAH
1. Analisis
Analisis menurut Kamus Besar Indonesia (KBBI) adalah suatu
penyelidikan, penguraian, penjabaran dan pemecahan terhadap suatu
masalah atau peristiwa untuk mengetahui dan memperoleh pengertian
dan keadaan yang sebenarnya secara tepat dengan dugaan yang
bersandarkan atas pemikiran-pemikiran terkait. Selain itu analisis
menurut beberapa ahli seperti Harahap yang menyebutkan bahwa analisis
merupaan bentuk usaha atau upaya untuk memecahkan atau menguraikan
sebuah unit menjadi beberapa unit terkecil. Selanjutnya Komaruddin juga
berpendapat bahwa analisis adalah kegiatan berfikir untuk menguraikan
suatu bentuk  keseluruhan menjadi sebuah = komponen dengan
menghubungan dengan fungsi komponen yang lainnya dalam suatu
keterkaitan yang terpadu. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis
adalah sebuah bentuk kegiatan yang didalamnya berfungsi untuk
menyelidiki, menjabarkan, dan memecahkan suatu peristiwa ataupun
masalah dengan menguraikan suatu unit atau komponen tersebut kedalam
bagian-bagian kecil yang saling berkaitan dengan atau tanpa

menyandarkan terhadap pemikiran ahli.
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2. Putusan/Fatwa

Putusan menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebuah
hasil keputusan ataupun temuan hakim atas suatu perkara yang sedang
diperiksa olehnya. Di mana putusan adalah sebuah bentuk pertanggung
jawaban akhir seorang hakim yang berkekuatan hukum sesuai peraturan
yang berlaku terhadap perkara yang ditanganinya terhadap para pihak
yang bersengketa ataupun berkepentingan lain.’

Mengutip dari buku yang berjudul Putusan Pengadilan karya Dr.
H. Ramdani Wahyu Sururie pengertian putusan menurut Sudikno
Mertkusumo putusan hakim menjadi sebuah pernyataan yang
dikeluarkan oleh hakim yang merupakan pejabat yang berwenang untuk
mengucapkan didepan persidangan terhadap para pihak yang bertujuan
untuk mengakhiri suatu sengketa diantaranya. Maka dalam pengertian ini
Sudikn menekankan bahwa pengertian. putuan hakim adalah yang

diucapkan di persidangan.

" “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).” Di Akses Pada Tanggal 08 November 2024.
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Putusan

8 Ramdani Wahyu Sururie, Putusan Pengadilan, (Bandung: Mimbar Pustaka, 2023), 11,
https://digilib.uinsgd.ac.id/67012/1/PUTUSAN%20PENGADIL AN-
DIGILIB%20UIN%20BDG.pdf



https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Putusan
https://digilib.uinsgd.ac.id/67012/1/PUTUSAN%20PENGADILAN-DIGILIB%20UIN%20BDG.pdf
https://digilib.uinsgd.ac.id/67012/1/PUTUSAN%20PENGADILAN-DIGILIB%20UIN%20BDG.pdf
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Namun putusan juga dapat berupa hasil keputusan atau temuan
para ahli hukum Islam dalam menentukan sebuah fatwa atau putusan
yang berkaitan dengan syariat Islam. Putusan dalam Islam biasa disebut
dengan fatwa. Fatwa adalah suatu jawaban dari peristiwa atau kejadian
terhadap suatu persoalan yang diajukan masyarakat yang masih belum
diatur dengan jelas dan membutuhkan penjelasan agama yang merujuk
terhadap keterangan hukum syari’at. Dimana tujuan fatwa yang diberikan
oleh para ahli agama atau mufti sebagai suatu jawaban yang menjadi
panduan terhadap kebutuhan umat Islam. Selain itu fatwa juga dapat
diartikan sebagai nasihat atau pelajaran yang baik yang diberikan oleh
orang yang memiliki ilmu. Sebagaimana yang telah tertuang dalam Al-
Qur’an surat An-nahl ayat 43:°

0ol 035 o) S RIS el U ) A e W
Artinya: “Dan  Kami tidak mengutus (rasul-rasul) sebelum engkau
(Muhammad) melainkan orang laki-laki yang Kami beri wahyu kepada

mereka; maka bertanyalah kepada orang yang memiliki pengetahuan jika
kamu tidak mengetahui.”lo

° By superuser BPKH, “Pengertian Fatwa dan Signifikansinya dalam Agama Islam”,
BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji), 2024, Di Akses Pada Tanggal 08 November 2024,
https://bpkh.go.id/fatwa-adalah/.
Tim penterjemah, waqgaf Al-qur’an dan terjemahannya, (Jakarta: Yayasan
Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-qur’an, Maret 1971) 412.



https://bpkh.go.id/fatwa-adalah/
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3. Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama’ Jawa Timur

Lembaga bahtsul masail nahdlatul ulama’ Jawa Timur yakni
sebuah forum lembaga yang didirikan oleh organisasi nahdlatul ulama’
sebagai tanggung jawab moral terhadap masyarakat dikarenakan lembaga
nahdlatul ulama’ adalah organisasi keagamaan yang memiliki cukup
banyak anggota masyarakat muslim yang tersebar di Indonesia termasuk
di provinsi Jawa Timur. Forum bahtsul masail ini membahas tentang
permasalahan politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang berada ditengah-
tengah masyarakat dan memberikan fatwa hukum terhadap
permasalahan-permasalahan yang terjadi.** Hal ini telah diatur dalam
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga NU, dalam butir | pasal
17 menyatakan bahwa, tugas bahtsul masail adalah menghimpun,
membahas dan memecahkan masalah-masalah yang mauquf dan

wagqi’iyah yang harus segera mendapatkan kepastian hukum."

Maka dari itu putusan lembaga bahtsul masail nahdlatul ulama’
Jawa timur dapat diartikan sebagai sebuah sebuah hasil keputusan
berdasarkan analisis dan musyawarah para ulama’ dan ahli terhadap
permasalahan politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang terjadi ditengah-
tengah masyarakat dengan cara menghimpun, membahas dan
memecahkan masalah-masalah tersebut sebagai bentuk upaya pertanggu-

ngjawaban moral lembaga terhadap masyarakat.

1 Fakultas Syariah Dan Hukum, “Bahtsul Masail Sebagai Wadah Intelektual NU,” 2024,
https://fsh.walisongo.ac.id/?p=43. Di akses pada tanggal 08 November 2024.
12 AD-ART-NU Hasil keputusan Mu’tamar ke-34 Nahdlatul Ulama’ Pasal 17.



https://fsh.walisongo.ac.id/?p=43
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4. Produk Minuman Berlabel Halal

Dalam undang-undang Jaminan Produk halal yang telah diubah
menjadi Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2021 tentang Jaminan
Produk Halal Pasal 1 ayat 2 yang dimaksud dengan Produk adalah
barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat,
kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik,
serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh

masyarakat.

Di samping itu pasal 1 ayat 3 juga menjelaskan tentang pengertian
produk halal yang berbunyi produk halal adalah Produk yang telah
dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Produk halal dalam
penentuan halal atau tidaknya tentunya melewati proses yang dinamakan
proses produk halal atau biasa disebut dengan PPH (Proses Produk halal)
dimana pengertian PPH dalam Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun
2021 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 1 ayat 4 adalah rangkaian
kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan,
pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan

penyajian Produk.™

3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Nomor 39 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, 2.
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Maka dari itu sebelum pemberian label halal pada produk
makanan/minuman tentunya dengan melewati beberapa proses yang
sudah dijelaskan dalam undang-undang. Di samping itu pengertian label
halal itu sendiri menurut undang-undang Jaminan Produk Halal ialah
tanda kehalalan suatu produk, artinya ketika sebuah produk sudah
memiliki label halal maka produk tersebut telah lolos pada proses
penentuan halal atau tidaknya oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).
Selain itu di dalam LPH sendiri terdapat auditor halal yang memiliki
kemampuan untuk memeriksa kehalalan suatu produk dan Penyelia Halal
yang merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap Proses Produk
Halal. Dengan begitu keabsahan pemberian label halal pada suatu produk
menjadi kuat dengan beberapa prosedur yang telah ada sesuai ketentuan

undang-undang yang berlaku.

.. Karmin

Karmin adalah pewarna alami yang diperoleh dari tubuh betina
serangga cochineal (Dactylopius coccus) Yyang dikeringkan dan
dihancurkan. Serangga ini memiliki bentuk oval seukuran sebutir beras
dan hidup sebagai parasit pada tanaman kaktus. Pewarna ini mengandung
asam karminat, gliseril miristat (lemak), dan coccerin (lilin cochineal),
yang berfungsi melindungi serangga dari kekeringan dan hujan. Karmin
digunakan sebagai pewarna dalam industri makanan, tekstil, dan
kosmetik karena menghasilkan warna merah cerah yang tahan lama.

Namun, karena berasal dari serangga, penggunaannya dapat menjadi
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perhatian bagi individu dengan preferensi diet tertentu atau alergi
terhadap bahan-bahan tertentu.**

Cochineal (Dactylopius coccus) adalah serangga kecil dari ordo
Hemiptera dan famili Dactylopiidae yang terdiri dari sembilan spesies
berbeda. Serangga ini berasal dari wilayah tropis dan subtropis di
Amerika dan telah dimanfaatkan oleh suku-suku asli seperti Maya dan
Aztec sebelum kedatangan bangsa Spanyol. Mereka hidup sebagai
parasit pada tanaman kaktus, khususnya jenis Opuntia, dengan tubuh
betina yang menghasilkan asam karminat yang merupakan senyawa
pewarna alami yang memberikan warna merah cerah. Setelah
dikeringkan dan dihaluskan, tubuh betina Cochineal menghasilkan
berbagai nuansa warna, termasuk merah tua, merah muda, oranye, dan
lain-lain.

6.. Magashid Syari’ah

Magashid Syari’ah ialah maksud atau tujuan yang  berisi
keinginan-keinginan Allah yang ingin dicapai untuk mensyariatkan
hukum bagi umat muslim. Selanjutnya yakni pengertian dari syariat itu
sendiri secara bahasa yakni “jalan menuju mata air” yang di mana
pengertian ini dapat diartikan sebagai jalan menuju sumber kehidupan.
Dalam artian syariat adalah suatu jalan menuju kebenaran Allah SWT.

Sedangkan secara istilah menurut beberapa ahli menyebutkan bahwa

14Devina, “Mengenal Pewarna Alami Karmin”, Gramedia Blog, 2024,
https://www.gramedia.com/best-seller/mengenal-pewarna-alami-karmin-yang-berasal-dari-
serangga/. Di akses pada tanggal 10 Mei 2024



https://www.gramedia.com/best-seller/mengenal-pewarna-alami-karmin-yang-berasal-dari-serangga/
https://www.gramedia.com/best-seller/mengenal-pewarna-alami-karmin-yang-berasal-dari-serangga/
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syariat adalah segala perintah dan larangan Allah yang berhubungan
dengan tingkah laku yang mengenai akhlak manusia di luar sana.
Magashid Syari’ah merupakan sebuah prinsip-prinsip yang
menyediakan sebuah jawaban atas beberapa masalah yang selalu menjadi
pertanyaan terhadap adanya hukum Islam. Di dalam magashid syari’ah
ada suatu hikmah yang menjadi illat di balik ditegakkannya sebuah
hukum. Seperti contoh mengapa menunaikan zakat bisa menjadi salah
satu dari rukun Islam? Maka hikmah yang ada pada kegiatan menunaikan
zakat ialah dapat meningkatkan kesejahteraan sosial. Selain itu magashid
juga menjadi tujuan baik yang ingin dicapai oleh sebuah hukum Islam
dengan membuka jalan atau sarana menuju kebaikan (fath adz-dzari’ah)
dan juga bisa menjadi menutup jalan atau sarana keburukan (sadd adz-
dzari’ah). Seperti contoh magashid syari’ah dalam menjaga akal dan jiwa
manusia dengan menjelaskan secara detail larangan tegas Islam terhadap
muslim yang mengkonsumsi minuman beralkohol dan penghilang akal

lainnya tak lain dan tak bukan untuk melindungi akal dan jiwa."

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN
Sistematika pembahasan berisi tatanan gambaran pembahasan yang
dalam hal ini berisi suatu penelitian pada setiap bagian babnya. Pada
penelitian ini agar lebih jelas dan mudah dipahami, maka penulis membagi

beberapa bahasannya sebagai berikut:

15 Jaseer Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari’ah, (Bandung:PT
Mizan Pustaka, 2015), 31-32
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. BAB 1, berisi pendahuluan yang mendeskripsikan Konteks Penelitian,
Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi
istilah, serta Sistematika Pembahasan.

. BAB I, berisi bahasan mengenai Kajian Kepustakaan yang telah diteliti
dahulu oleh peneliti-peneliti sebelumnya dan dijadikan referensi
peneliti terkait dengan Judul Analisis Putusan lembaga Bahtsul Masa’il
nahdlatul Ulama’ Terhadap Produk Minuman Berlabel Halal Berbahan
Baku Karmin Perspektif Magashid

. BAB lIl, berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, Lokasi
Penelitian, Subyek penelitian, Teknik pengumpulan data, Analisis data,
keabsahan data serta tahap-tahap penelitian.

. BAB 1V, berisi penyajian data dan analisis yang mencangkup gambaran
obyek penelitian, pembahasan temuan. pembahasan yang mengarah
kepada. penjelasan ilmiah umum mengenai objek penelitian berdasar
Analisa data dan fakta yang didapatkan untuk memperoleh jawaban
terkait fokus penelitian.

. BAB V, berisi pemaparan yang menjelaskan kesimpulan dari hasil
terkait pembahasan penelitian diikuti saran yang berkaitan dengan

pokok pembahasan penelitian di bab sebelumnya.



BAB |1
KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian-penelitian yang dilakukan
oleh peneliti sebelumnya dan memiliki keterkaitan erat dengan penelitian
yang akan diteliti oleh peneliti. Adapun fungsi dari adanya penelitian
terdahulu ini sebagai referensi, rujukan, sumber informasi, perbandingan, dan
sebuah landasan yang kuat bagi peneliti dalam penelitiannya. Oleh karena itu
peneliti memiliki beberapa kajian Pustaka yang digunakan peneliti sebagai

berikut:

1. Skripsi dari Fitriyah program studi Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung
Djati Bandung (2024) dengan judul skripsi “Penggunaan Karmin Sebagai
Pewarna Makanan Menurut majelis Ulama Indonesia dan Lembaga
bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Jawa Barat” Dengan Rumusan masalah

sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Majelis Ulama Indonesia terhadap
penggunaan Karmin Sebagai Pewarna Makanan serta metode
isthinbat hukum yang digunakan?

2. Bagaimana pandangan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama
Jawa barat terhadap penggunaan Karmin Sebagai Pewarna
Makanan serta metode isthinbat hukum yang digunakan?

3. Analisis perbandingan metode istinbath hukum dari Majelis

Ulama Indonesia dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama

20
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Jawa Barat terhadap penggunaan Karmin sebagai pewarna

makanan.

Skripsi ini ditulis dengan metode deskriptif analisis terhadap data-
data tentang metode istinbath yang dilakukan oleh Majelis Ulama
Indonesia dan Lembaga Bahtsul Masail Jawa Barat dalam menentukan
hukum penggunaan zat pewarna karmin sebagai pewarna makanan.
Dimana peneliti lebih fokus terhadap research data dan menganalisis data
sebagai perbandingan antara keduanya yang bertujuan untuk mengetahui
alasan perbedaan pendapat dalam menentukan hukum pewarna karmin
sebagai pewarna makanan antara Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga
bahtsul masa’il Jawa Barat.

Perbedaan antara peneliti terdahulu dengan penulis ialah pada
analisis yuridis normatif yang akan penulis gunakan dalam penelitiannya.
Dalam penelitiannya penulis lebih fokus terhadap analisis terhadap satu
putusan dengan perspektif undang-undang jaminan produk halal dan
magashid syari’ah sebagai pisau analisis terhadap putusan yang diteliti
bukan yuridis komparatif atau perbandingan seperti yang peneliti
terdahulu teliti. Sedangkan persamaannya ialah sama-sama meneliti
tentang hukum penggunaan pewarna karmin pada sebuah produk

makanan/minuman.*®

'8 Fitriyah, “Penggunaan karmin sebagai pewarna makanan menurut Majelis Ulama
Indonesia dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Jawa Barat” , (Skripsi, Fakultas Syari’ah
dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2024).
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2. Skripsi yang ditulis oleh Salsa Raihanatu saadah dari Program Studi
Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung (2024) dengan
judul skripsi “ Hukum Mengkonsumsi Makanan dan Minuman Olahan
Yang Menggunakan Pewarna Karmin Menurut Fatwa Majelis Ulama
Indonesia (MUI) No0.33 Tahun 2001 Dan Fatwa Darr Al-Ifta Al-
Mishiyyah No0.868 Tahun 2011”7 Dengan Rumusan masalah sebagai

berikut:

1. Apa Faktor yang melatar belakangi Fatwa Majelis Ulama Indonesia
(MUI) dan Darr al-Ifta al-Mishriyyah terkait pewarna karmin?

2. Bagaimana dalil dan dasar pertimbangan Majelis Ulama Indonesia
(MUI) dan Darr al-Ifta al-Mishiriyyah terkait pewarna karmin?

3. Bagaimana dampak implikasi dalam Fatwa Majelis Ulama

Indonesia (MUI) dan Darr al-Ifta al-Mishiriyyah?

Skripsi ini ditulis dengan metode Kualitatif dengan pendekatan
komperatif atau perbandingan terhadap dua putusan yang ada yakni
putusan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Darr al-Ifta al-
Mishiriyyah terkait pewarna karmin dengan cara mengkaji dan menelaah
secara lebih dalam dan terperinci di antara keduanya. Peneliti terdahulu
di sini menganalisis kedua putusan tersebut dengan metode perbandingan
apakah ada kesamaan maupun perbedaan di antara keduanya dengan
tujuan mengetahui hukum mengkonsumsi makanan dan minuman olahan

menggunakan karmin dari kedua hukum tersebut.
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Perbedaan antara peneliti terdahulu dengan penulis ialah pada
analisis yuridis normatif yang akan penulis gunakan dalam penelitiannya.
Dalam penelitiannya penulis lebih fokus terhadap analisis terhadap satu
putusan yakni putusan Lembaga Nahdlatul Ulama’ Jawa Timur dengan
perspektif magashid syari’ah dengan tidak melakukan perbandingan
terhadap suatu hukum lainnya seperti yang peneliti terdahulu teliti.
Sedangkan persamaannya ialah sama-sama meneliti tentang hukum
penggunaan pewarna karmin pada sebuah produk makanan/minuman

yang dikonsumsi oleh umat muslim.*’

3. Skripsi yang ditulis oleh Adelia Putri nur Alif dari Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah Insitut Agama Islam Negeri Madura (2024) dengan
judul skripsi “Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 33
Tahun 2011 dan Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama
(LBMNU) Jawa Timur Terhadap Penggunaan Karmin Sebagai Pewarna

Alami” Dengan Rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apayang menjadi landasan hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia
(MUI) dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU)
Jawa Timur atas penghalalan dan pengharaman penggunaan karmin
sebagai pewarna alami dalam produk halal?

2. Bagaimana analisis keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia

(MUI) dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU)

17 Salsa Raihannatu Saadah, “Hukum mengonsumsi makanan dan minuman olahan yang
menggunakan pewarna Karmin menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) no.33 tahun 2011
dan Darr Al-Ifta Al-Mishiriyyah no.868 tahun 2011, (Skripsi Madzhab dan Hukum Fakultas
Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung., 2024).
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Jawa Timurtentang penggunaan karmin sebagai pewarna alami

dalam produk halal?

Skripsi ini ditulis dengan metode kulitatif normatif (doctrinal
legal reserch) yakni penelitian hukum yang menggunakan data pustaka
atau bahan sekunder lainnya seperti pendekatan dengan beberapa
undang-undang yang relevan dengan permasalah yang diteliti. Dalam
penelitiannya peneliti terdahulu menganalisis terhadap undang-undang
yang berkaitan serta dengan hukum syariahnya yakni al-quran dan hadist
dengan menyandingkan dengan isu-isu yang ada. Jadi peneliti terdahulu
menelaah di antara kedua putusan tersebut mana yang lebih relevan
dengan undang-undang dan hukum syariah yang ada.

Perbedaan antara peneliti terdahulu dengan penulis ialah pada
analisis yuridis normatif yang akan penulis gunakan dalam penelitiannya.
Dalam penelitiannya penulis lebih fokus terhadap analisis terhadap satu
putusan yakni putusan Lembaga Nahdlatul Ulama’ Jawa Timur dengan
perspektif maqgasid syari’ah dengan hanya menggunakan satu pisau
analisis sebagai titik fokus penulis dalam menanggapi putusan yang
diteliti. Sedangkan persamaannya ialah sama-sama meneliti tentang
hukum penggunaan pewarna karmin pada sebuah produk
makanan/minuman yang dikonsumsi oleh umat muslim. selain

persamaan selanjutnya yakni sama-sama menganalisis sebuah putusan
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dengan hukum syariah yang relevan dan membenturkan dengan isu-isu

yang ada pada saat ini.*®

4. Skripsi oleh Fajrul Irfan Burhani dari Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang (2024) dengan judul “Status Pewarna Makanan dan
Minuman dari Serangga Cochineal Perspektif Magashid Syariah (Studi
Komparasi Fatwa MUI No. 33 Tahun 2011 dan Keputusan PW LBM-
Nahdlatul Ulama Jawa Timur Tahun 2023)” Dengan Rumusan masalah

sebagai berikut:

1. Bagaimana persamaan dan perbedaan Fatwa MUI No.33 Tahun
2011 dan PW LBM-Nahdlatul Ulama Jawa Timur Tahun 2023
tentang hukum pewarna makanan dan minuman dari serangga
cochineal?

2. Bagaimana status hukum pewarna makanan dan minuman dari
serangga cochineal menurut Fatwa MUI No0.33 Tahun 2011 dan
PW LBM Nahdlatul Ulama Jawa Timur Tahun 2023 dalam

perspektif magashid syariah?

Skripsi yang dilakukan oleh Fajrul Irfan Burhani (2024)
mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah,
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul

“Status Pewarna Makanan dan Minuman dari Serangga Cochineal

8 Adelia Putri Nur Alif, “Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Mui) Nomor 33
Tahun 2011 Dan Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (Lbmnu) Jawa Timur
Terhadap Penggunaan Karmin Sebagai Pewarna Alami Dalam Produk Halal”, (Skripsi Program
Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Madura, 2024).
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Perspektif Maqashid Syariah (Studi Komparasi Fatwa MUI No. 33
Tahun 2011 dan Keputusan PW LBM-Nahdlatul Ulama Jawa Timur
Tahun 2023)” Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis
normatif, dengan menggunakan pendekatan yuridis komparatif
(perbandingan). Dalam mengumpulkan informasi, penelitian ini
menggunakan sumber bahan hukum primer meliputi Fatwa MUI No. 33
Tahun 2011 dan Keputusan PW LBM-NU Jawa Timur Tahun 2023
dengan metode pengolahannya adalah menggunakan metode deskriptif.
Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui
persamaan dan perbedaan Fatwa MUI No.33 Tahun 2011 dan PW LBM -
Nahdlatul Ulama Jawa Timur Tahun 2023 tentang hukum pewarna
makanan dan minuman dari serangga cochineal serta untuk mengetahui
status hukum pewarna makanan dan minuman dari serangga cochineal
dalam perspektif magashid syariah menurut kedua fatwa tersebut. Dari
pokok permasalahan tersebut.

Perbedaan antara peneliti terdahulu dengan penulis ialah pada
analisis yuridis normatif yang akan penulis gunakan dalam penelitiannya.
Dalam penelitiannya penulis lebih fokus terhadap analisis terhadap satu
putusan yakni putusan Lembaga Nahdlatul Ulama’ Jawa Timur dengan
perspektif magasid syari’ah dengan hanya menggunakan dua pisau
analisis sebagai titik fokus penulis dalam menanggapi putusan yang
diteliti dan menggunakan magashid syariah. Sedangkan persamaannya

ialah sama-sama meneliti tentang hukum penggunaan pewarna dari
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seranggan cochieal pada makanan/minuman yang dikonsumsi oleh umat
muslim. selain itu persamaan selanjutnya yakni sama-sama menganalisis
sebuah putusan dengan menggunakan magashid syariah sebagai pisau
bedah analisis dalam penentuan hukum nya. *°

5. Skripsi oleh Muhammad Yazid Al-Faizi dari Program Studi Hukum
Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2024) dengan judul “Perbandingan
Metode Istinbath Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 33 Tahun
2011 dan Nahdlatul Ulama Jawa Timur 29 Agustus 2023 Tentang
Hukum Penggunaan Pewarna Karmin”. Dengan Rumusan masalah

sebagai berikut:

1. Mengapa penggunaan karmin menimbulkan perbedaan pendapat
di kalangan ulama?

2. Bagaimana perbandingan metode istinbath hukum antara fatwa
MUI dan PWNU Jawa Timur dalam menetapkan hukum
penggunaan pewarna karmin?

3. Bagaimana bentuk Jam’u wa at-Taufiq terhadap perbedaan fatwa
MUI dan Fatwa PWNU Jawa Timur mengenai hukum

penggunaan pewarna karmin?

Skripsi ini ditulis dengan metode kualitatif, dengan menggunakan

metode pengumpulan data library research dengan mengambil sumber

9 Fajrul Irfan Burhani, “Status Pewarna Makanan dan Minuman dari Serangga Cochineal
Perspektif Magashid Syariah (Studi Komparasi Fatwa MUI No. 33 Tahun 2011 dan Keputusan
PW LBM-Nahdlatul Ulama Jawa Timur Tahun 2023)”, (Skripsi Hukum Ekonomi Syariah,
Fakultas Syariah,Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024).
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data dari Fatwa MUI No 33 Tahun 2011 dan Hasil Bahtsul Masail
PWNU Jawa Timur 29 Agustus 2023 tentang hukum penggunaan
pewarna Karmin, serta mengambil data-data sekunder dengan Kitab-
Kitab Figih, Buku-Buku dan Jurnal-Jurnal yang berkaitan dengan judul
skripsi ini, serta melakukan wawancara pada pihak MUI dan PWNU
Jawa Timur secara mendalam. Tidak hanya menggunakan data pustaka
saja, peneliti terdahulu juga menggunakan metode perbandingan dalam
menganalisis hukum dari penggunaan pewarna karmin tersebut. Peneliti
terdahulu melakukan perbandingan sebuah metode istinvath hukum yang
dilakukan oleh fatwa MUI dan PWNU Jawa Timur dalam menetapkan
hukum penggunaan pewarna karmin.

Perbedaan antara peneliti terdahulu dengan penulis ialah pada
analisis yuridis normatif yang akan penulis gunakan dalam penelitiannya.
Dalam penelitiannya penulis lebih fokus terhadap analisis terhadap satu
putusan yakni putusan Lembaga Nahdlatul Ulama’ Jawa Timur dengan
perspektif magasid syari’ah dengan hanya menggunakan Satu pisau
analisis sebagai titik fokus penulis dalam menanggapi putusan yang
diteliti. Perbedaan selanjutnya yakni dalam teknik pengumpulan data
peneliti hanya menggunakan data dari buku, kitab-kitab fikih ataupun
jurnal yang relevan sedangkan peneliti dahulu juga didukung dengan
teknik wawancara terhadap lembaga terkait untuk memperdalam
analisisnya. Sedangkan persamaannya ialah sama-sama meneliti tentang

hukum  penggunaan pewarna karmin pada sebuah produk
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makanan/minuman yang dikonsumsi oleh umat muslim dengan
pendekatan libary research. %

6. Jurnal yang berjudul Studi Komparatif Fatwa MUI dan LBMNU Jawa
Timur tentang Kehalalan Karmin Sebagai Bahan Tambahan Pangan oleh
Faishal Akbar Romadhoni, Soni Zakaria, Ahda Bina Afianto Universitas
Muhammadiyah Malang, Indonesia dan Universitas Islam Omdurman,
Sudan (2024). Dalam jurnal ini menanalisis tentang perbedaan pendapat
terkait hukum kehalalan karmin yang ada pada beberapa produk
makanan dan minuman antara fatwa MUI dan LBMNU Jawa Timur.
Penelitian yang ada pada jurnal ini bertujuan untuk mengkaji metodelogi
ijtihad dan dalil dalam menentukan status hukum karmin yang digunakan
oleh kedua lembaga tersebut. Adapun metode Penelitian yang digunakan
ialah menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan
deskriptif-komperatif yang didasari terhadap fatwa dan literatur terkait.
Artinya Penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan fatwa MUI

dan LBMNU Jawa Timur.?*

Perbedaan antara Penelitian terdahulu dengan penulis yakni dalam
skripsi yang disusun oleh penulis menggunakan pendekatan konseptual
dan perundangan-undangan yang mana untuk mencari jawaban atas

penelitiannya penulis menggunakan doktrin dan pandangan serta prinsip

20 Muhammad Yazid Al — Faizi, “Perbandingan Metode Istinbath Hukum Fatwa Majelis
Ulama Indonesia No 33 Tahun 2011 Dan Nahdlatul Ulama Jawa Timur 29 Agustus 2023 Tentang
Hukum Penggunaan Pewarna Karmin”, (Skripsi Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas
Syariah Dan Hukum,Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta., 2024).

?! Faishal Akbar Romadhoni dkk, “Studi Komparatif Fatwa MUI dan LBMNU Jawa
Timur tentang Kehalalan Karmin sebagai Bahan Tambahan Pangan”, Al-Qisthu: Jurnal Kajian
Himu-1lmu Hukum 22, no.1 (2024):99-109.
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yang berkembang dalam ilmu hukum terutama hukum Islam. Penulis
dalam analisanya berfokus terhadap analisis putusan LBM NU dengan
menggunakan perspektif magashid syari’ah dalam menemukan jawaban
analisa yang penulis lakukan terhadap implementasi putusan terhadap
masyarakat. Sedangkan Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan
komperatif atau perbandingan anatara dua fatwa yakni putusan LBM NU
dan MUI dengan menganalisa metodegi ijtihad yang dilakukan oleh

kedua lembaga tersebut dalam menentukan status hukum karmin.

7. Jurnal yang berjudul Polemik Fatwa LBM NU Jawa Timur dan MUI
Tentang Karmin Sebagai Pewarna Makanan dan Minuman oleh Hairul
Ulum dan Sufyan Huda sekolah tinggi agama Islam Miftahul Ulum
Lumajang Jawa Timur Indonesia (2023). Jurnal ini bertujuan untuk
mengetahui Fatwa LBM NU Jawa Timur dan MUI Tentang Karmin
Sebagai Pewarna Makanan dan-Minuman. Dengan menggunakan metode
kualitatif menggunakan sumber data sekunder dengan jenis Penelitian
kajian kepustakaan (library research) yang bersifat hukum normatif. Jadi
jurnal ini meneliti tentang hasil fatwa tentang penggunaan karmin pada

sebuah makanan dan minuman dari kedua lembaga tersebut.?

Perbedaan antara penulis dan jurnal Penelitian terdahulu yakni
penulis selain dalam skripsinya untuk mengetahui hasil fatwa dari LBM

NU, penulis juga menganalisis fatwa tersebut dengan membenturkan

2 Hairul Ulum dan Sufyan Huda, “Polemik Fatwa LBM NU Jawa Timur dan MUI
Tentang Karmin Sebagai Pewarna Makanan dan Minuman”, ILTIZAMAT: Journal of Economic
Sharia Law and Business Studies 1, no.1 (2023):47-54.
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pada magashid syari’ah sebagai pisau analisis implementasi adanya
fatwa terhadap kesejahteraan umat. Selain dalam metode sebenarnya
antara penulis dan penelti terdahulu sama-sama menggunakan kualitatif
nrmatif dengan jenis Penelitian berupa kajian pustaka namun penulis
sendiri dalam skripsinya menggunakan pendekatan konseptual dan
perundangan-undangan yang mana untuk mencari jawaban atas
penelitiannya penulis menggunakan doktrin dan pandangan serta prinsip
yang berkembang dalam ilmu hukum terutama hukum Islam. Penulis
dalam analisanya berfokus terhadap analisis putusan LBM NU dengan
menggunakan perspektif magashid syari’ah dalam menemukan jawaban

analisa yang penulis lakukan terhadap implementasi putusan terhadap

masyarakat. Sedangkan Penelitian terdahulu hanya meneliti hasil fatwa.

Tabel 2.3. Tabel Perbadingan Penelitian

Metode
NO Narpa, _Tahu_n, Judul Dan I Penelitian Dan Perbedaan
Asal Universitas Hukum
Pendekatan

1.| Fitriyah (2024) Penggunaan Penelitian Perbedaan antara
program studi | Karmin  Sebagai | deskriptif peneliti terdahulu
Perbandingan Pewarna Makanan | normatif dengan penulis ialah
Mazhab dan | Menurut  majelis | pendekatan pada analisis yuridis
Hukum  Fakultas | Ulama Indonesia | komperatif normatif yang akan
Syariah dan | dan Lembaga penulis gunakan dalam
Hukum Universitas | bahtsul Masail penelitiannya.  Dalam
Islam Negeri | Nahdlatul  Ulama penelitiannya  penulis
Sunan Gunung | Jawa Barat” lebih  fokus terhadap
Djati Bandung analisis terhadap satu
putusan dengan
perspektif ~ magashid
syari’ah sebagai pisau
analisis terhadap
putusan yang diteliti
bukan yuridis
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komparatif atau
perbandingan  seperti
yang peneliti terdahulu
teliti.

Salsa  Raihanatu | Hukum Penelitian Perbedaan antara
saadah ~ Program | Mengkonsumsi yuridis peneliti terdahulu
Studi Perbandingan | Makanan dan | normatif, dengan penulis ialah
Mazhab dan | Minuman Olahan | pendekatan pada analisis yuridis
Hukum  Fakultas | Yang perbandingan normatif dengan
Syariah dan | Menggunakan pendekatan yang akan
Hukum Universitas | Pewarna  Karmin penulis gunakan dalam
Islam Negeri | Menurut Fatwa penelitiannya.  Dalam
Sunan Gunung | Majelis Ulama penelitiannya  penulis
Djati Bandung | Indonesia  (MUI) lebih  fokus terhadap
(2024) No.33 Tahun 2001 analisis terhadap satu
Dan Fatwa Darr putusan yakni putusan
Al-Ifta Al- Lembaga Nahdlatul
Mishiyyah No0.868 Ulama’ Jawa Timur
Tahun 2011 dengan perspektif
maqashid syari’ah
dengan tidak
melakukan

perbandingan terhadap
suatu hukum lainnya
seperti  yang peneliti

terdahulu teliti
.| Adelia Putri nur | Analisis Fatwa | kulitatif Perbedaan antara
Alif Program Studi | Majelis Ulama | normatif peneliti terdahulu
Hukum  Ekonomi | Indonesia = (MUI) | (doctrinal legal | dengan penulis ialah
Syariah Insitut | Nomor 33 Tahun | reserch) pada analisis yuridis
Agama Islam | 2011 dan | Pendekatan normatif yang akan
Negeri Madura | Keputusan perbandingan penulis gunakan dalam
yang (2024) Lembaga Bahtsul penelitiannya.  Dalam
Masail  Nahdlatul penelitiannya  penulis
Ulama (LBMNU) lebih  fokus terhadap
Jawa Timur analisis terhadap satu
Terhadap putusan yakni putusan
Penggunaan Lembaga Nahdlatul
Karmin  Sebagai Ulama’ Jawa Timur
Pewarna Alami dengan perspektif
magasid syari’ah

dengan hanya meng-
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Syariah dan
Hukum Universitas
Islam Negeri Syarif
Hidayatullah
Jakarta (2024)

Tahun 2011 dan
Nahdlatul Ulama
Jawa Timur 29
Agustus 2023
Tentang  Hukum
Penggunaan

Pewarna Karmin”

pengumpulan

data library
research dan
pendekatan

perbandingan

gunakan dua pisau
analisis sebagai titik
fokus penulis dalam
menanggapi  putusan
yang diteliti.
Fajrul Irfan | Status Pewarna | penelitian Perbedaan antara
Burhani  Program | Makanan dan | yuridis peneliti terdahulu
Studi Hukum | Minuman dari | normatif, dengan penulis ialah
Ekonomi  Syariah | Serangga dengan pada analisis yuridis
Fakultas Syariah, | Cochineal menggunakan normatif yang akan
Universitas Islam | Perspektif pendekatan penulis gunakan dalam
Negeri  Maulana | Magashid Syariah | yuridis penelitiannya.  Dalam
Malik Ibrahim | (Studi Komparasi | komparatif penelitiannya  penulis
Malang (2024) Fatwa MUI No. 33 | (perbandingan) | lebih fokus terhadap
Tahun 2011 dan | perspektif analisis terhadap satu
Keputusan PW | Magashid putusan yakni putusan
LBM-Nahdlatul Syariah Lembaga Nahdlatul
Ulama Jawa Timur Ulama’ Jawa Timur
Tahun 2023) dengan perspektif
magasid syari’ah
dengan hanya
menggunakan dua pisau
analisis sebagai titik
fokus penulis dalam
menanggapi  putusan
yang diteliti dan
menggunakan
maqashid syariah
pemikiran.

.| Muhammad Yazid | Perbandingan metode Perbedaan antara
Al-Faizi Program | Metode Istinbath | kualitatif, peneliti terdahulu
Studi Hukum | Hukum Fatwa | dengan dengan penulis ialah
Perbandingan Majelis Ulama | menggunakan pada analisis yuridis
Madzhab Fakultas | Indonesia No 33 | pendekatan normatif yang akan

penulis gunakan dalam

penelitiannya.  Dalam
penelitiannya  penulis
lebih  fokus terhadap

analisis terhadap satu
putusan yakni putusan

Lembaga Nahdlatul
Ulama’ Jawa Timur
dengan perspektif
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magasid syari’ah

dengan hanya
menggunakan dua pisau
analisis sebagai titik
fokus penulis dalam
menanggapi  putusan
yang diteliti. Perbedaan

selanjutnya yakni
dalam teknik
pengumpulan data
peneliti hanya

menggunakan data dari
buku dan kitab-kitab
maqgasid yang relevan

ataupun jurnal yang
relevan sedangkan
peneliti  dahulu juga

didukung dengan teknik
wawancara  terhadap
lembaga terkait untuk
memperdalam

analisisnya.
Faishal Akbar | Studi Komparatif | metode Penulis dalam
Romadhoni, Soni | Fatwa MUI dan | kualitatif analisanya berfokus
Zakaria, Ahda Bina | LBMNU Jawa | dengan terhadap analisis
Afianto Universitas | Timur tentang | menggunakan putusan LBM NU
Muhammadiyah Kehalalan - Karmin | pendekatan dengan menggunakan
Malang, Indonesia | Sebagai Bahan | deskriptif- perspektif ~ magashid
dan Universitas | Tambahan Pangan | komperatif syari’ah dalam
Islam - Omdurman, menemukan  jawaban
Sudan (2024) analisa yang penulis
lakukan terhadap
implementasi  putusan
terhadap  masyarakat.
Sedangkan  Penelitian

terdahulu menggunakan
pendekatan komperatif
atau perbandingan
anatara dua fatwa yakni
putusan LBM NU dan
MUI dengan
menganalisa metodegi
ijtihad yang dilakukan

oleh kedua lembaga
tersebut dalam
menentukan status
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hukum karmin.

7.| Hairul Ulum dan
Sufyan Huda
sekolah tinggi
agama Islam
Miftahul Ulum
Lumajang  Jawa
Timur  Indonesia
(2023)

Polemik Fatwa
LBM NU Jawa
Timur dan MUI
Tentang  Karmin
Sebagai  Pewarna
Makanan dan
Minuman

metode
kualitatif
menggunakan
sumber data
sekunder
dengan jenis
Penelitian kajian
kepustakaan
(library
research)

Penulis dalam
analisanya berfokus
terhadap analisis
putusan LBM NU
dengan menggunakan
perspektif ~ magashid
syari’ah dalam
menemukan  jawaban
analisa yang penulis
lakukan terhadap
implementasi  putusan
terhadap  masyarakat.
Sedangkan  Penelitian
terdahulu hanya

meneliti hasil fatwa.

B. KAJIAN TEORI

Adapun pada bagian ini penulis akan menjelaskan hal apa saja

nantinya yang akan di penulis akan mengkaji secara luas yang nanti akan

menjadi fokus penelitiannya, adapun kajian teori yang akan dipakai oleh

penulis sebagai berikut:

1. Magashid Syariah

a. Pengertian Magashid Syari’ah

Magashid Syari’ah terdiri dari dua kata diantaranya yakni

magashid dan al-syari’ah dimana hubungan kata satu dengan yang

lainnya ialah dalam bentuk mudhaf dan mudhaf ilaih. Pengertian
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pertama yakni dari kata magashid yang merupakan jamak dari kata
magshad artinya ialah maksud dan tujuan. Selanjutnya yakni kata
syari’ah yang berarti hukum Allah ataupun Nabi sebagai penjelasan
atas hukum yang ditetapkan Allah atau bisa juga hukum yang
dihasilkan oleh mujtahid atas dasar apa yang ditetapkan oleh Allah
atau dijelaskan oleh Nabi. Penggabungan kata syari’at dan kata
magashid “maksud” ini mengartikan bahwa arti dari kata syari’at
dalam kalimat ini yakni pembuat hukum (syar’i) bukan hukum itu
sendiri. Maka dapat diartikan bahwa arti dari kata magashid syari’ah
sendiri yakni apa yang dimaksud, dituju, yang menjadi hikmah, serta
apa yang ingin dicapai Allah dalam menetapkan suatu hukum.
Artinya maqashid syari’ah sendiri adalah alasan serta tujuan yang
ingin dicapai dalam sebuah penegakan hukum Islam dengan
memberkan hikmah didalam hukum tersebut demi kemaslahatan
umat.?®

Mengutip dari buku karya Dr. Agus Hermanto, M.H.I. yang
berjudul Magashid Al-Syari’ah  Metode Ijtihad dan Pembaruan
Hukum keluarga Islam ada beberapa pengertian magashid syari’ah di

antaranya ialah:?*
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28 Amir Syarifuddin, Ushul Figh Jilid 2, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2008),
232

¢ Agus Hermanto., Maqashid Al-Syari’ah Metode ljtihad dan Pembaruan Hukum
Keluarga Islam, (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2022), 24-25
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Artinya: “makna-makna dan hikmah-hikmah yang menjadi tujuan
shari’ di setiap atau di sebagian besar hukum yang ditetapkan-Nya”.

o £ s 22 L] PP s e oo s
L@&}swgi,yxgigwwj 3 OV e B

Artinya: Tujuan darinya dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh
syariat pada setiap hukum dari hukum-hukumnya.

Pengertian di atas menunjukkan bahwa magqashid syari’ah
adalah sebuah tujuan yang mengandung hikmah pada setiap hukum
yang ditetapkan Allah terhadap umatnya. Pengertian magashid dalam
hukum Islam ini hikmah atau bisa disebut dengan kebijaksanaan
ataupun tujuan yang tidak hanya berlaku terhadap satu jenis hukum
saja, namun juga berlaku dan tersebar terhadap hukum yang lain.
Dimana hikmah ini dibagi menjadi dua bagian yakni hikmah
kontekstual (hikmah yang terkadang hanya terlihat pada sebagian

jenis hukum saja) dan hikmah universal (hikmah yang selalu ada dan

terlihat dalam semua hukum syar’1).

Dalam beberapa literatur yang penulis kaji magashid syari’ah
secara keseluruhan berarti sebuah cara untuk memahami arti, makna,
hikmah, rahasia, serta tujuan dari hal yang menjadi alasan latar
belakang suatu hukum yang ada. Magashid syari’ah sendiri memiliki
konsep yang penting dan fundamental sehingga menjadi bahasan
yang penting di dalam agama Islam karena di dalamnya secara tegas
menjelaskan bahwa Islam hadir demi mewujudkan kemaslahatan
umat. Magashid syari’ah tentunya harus diketahui oleh para mujtahid

yang bertujuan untuk menghasilkan dan mengembangkan pemikiran
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hukum dalam agama Islam secara umum serta menjawab masalah

hukum yang terjadi pada saat ini yang mana persoalan tersebut belum

atau tidak diatur secara jelas di dalam Al-Qur’an maupun Al-Hadist.

Pada abad ke-4 Hijriyah magashid syari’ah sudah mulai dikenal dan

digunakan oleh para ulama’ Adapun pengertian magashid syari’ah

menurut beberapa ulama’ sebagai berikut:?

a) Magashid Syari’ah Menurut Imam Ghazali

Menurut Imam Ghazali magashid syari’ah sebagai bentuk
abadi dalam menarik segala bentuk kemanfaatan dan menolak
segala bentuk kemudharatan. Dengan itu menurut Muhammad
Said bin Ahmad bin Mas’ud al-Yubi mengutip dari jurnal karya
Paryadi mengemukakan magashid syari’ah dikenal dengan
sebuah kaidah menolak kerusakan dan mendapatkan kebaikan.
Imam Ghazali juga mengemukakan magashid syari’ah sebagai
tujuan dan rahasia yang dimaksud ‘Allah dari  keseluruhan
hukumnya terhadap tiap-tiap. hukum yang ada yang bertujuan
untuk  menjadikan  kemaslahatan dan  menghilangkan
kemudhorotan bagi umat manusia dengan mempertimbangkan
dan memperhatikan nilai-nilai dasar agama Islam seperti

kemerdekaan, ketaraan atau kesamaan, serta keadilan.?®

% Paryadi, Magqashid Syariah: “Definisi dan pendapat para ulama”, Cross-border 4, no.2,

(2021), 207-213.

26 Sutisna, Neneng Hasanah, dkk, Panorama Magashid Syari’ah, (Bandung: Media S,ins
Indonesia, 2020), 35-43.
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Imam Al-Ghazali membagi lima bagian maslahat dalam

pemikirannya sebagai berikut:

Magashid
Syari'ah

Tujuan &
Rahasia Syari'at

Kemaslahatan

-

Umat
[ I I I 1
Menjaga Menjaga Menjaga Menjaga Menjaga
Agama Jiwa Akal Harta Keturunan

b) Magashid Syari’ah Menurut Wahbah Al Zuhali
Mengutip dari jurnal yang sama menyatakan dalam
bukunya Wahbah Al Zuhali yang berjudul syarat-syarat magashid
syari’ah berpendapat bahwa segala hal baru bisa dikatakan
sebagai magqashid syari’ah apabila memenuhi empat syarat
diantaranya:*’

1) Bersifat Tetap
Arti dari bersifat tetap di sini adalah makna- makna
yang dimaksudkan dalam sebuah hukum atau ketetapan
haruslah bersifat pasti atau mendekati praduga yang kuat

dalam kepastian.

2" Paryadi, “Magqashid: Definisi”, 213.
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2) Harus Jelas
Artinya dalam penetapan makna para fugaha harus
jelas atau tidak akan berbeda dalam melakukan pentapan
makna tersebut. Misalnya tujuan dari disyari’atkannya
perkawinan ialah dengan memelihara keturunan.
3) Harus Terukur
Dalam konteks ini suatu bentuk ketetepan yng di dalamnya
harus memenuhi ukuran atau Batasan yang jelas dan tidak
diragukan lagi. Misalnya dalam konteks menjaga akal pada
tujuan diharamkannya khamr karena ukuran yang ditetapkan
ketika mengkonsumsi khamr akan mengalami kemabukan
yang itu dapat merusak akal.
4) Berlaku Umum
Arti_dari berlaku umum adalah makna dari suatu ketetapan
tidak akan berbeda walaupun terdapat perbedaan ruang dan
waktu. Misalnya dalam ibadah diberikan keringanan rukhsah
terhadap umat yang sedang mendapatkan sedikit dalam
beribadah maka, agar memudahkannya ditetapkannya
tayamum ketika tidak ada air dan gashar sholat bagi yang
musafir.
€) Maqashid syari’ah Menurut Al-Syatibi
Al- Syatibi mengemukakan makna dari magashid syari’ah

yakni tujuan Allah dan Rasul-Nya di dalam perumusan hukum-
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hukum Islam yang tujuan daripada hukum tersebut dapat dilihat
dalam ayat-ayat Al-Qur’an dan Al-Hadist. Al-Syatibi
menyimpulkan bahwa diyari’atkannya sebuah hukum dari hasil
kajian dan Penelitian dari para ulama’ terhadap Al-Qur’an dan
Al-Hadist serta sunnah-sunnah Rasulullah tak lain dan tak bukan
demi kemaslahatan umat manusia.

Dalam tingkatan maslahat menurut Al-Syatibi terbagi
menjadi tiga tingkatan yakni dharuriyyat, hajiyyat, dan
tahsiniyyat. 8
1) Tingkatan dharuriyyat (Primer)

Kemaslahatan yang bersifat dharuriyyat ini yang
utama yang harus dipenuhi karena ketika kemaslahatan ini
tidak terpenuhi maka akan berdampak terhadap kerusakan
atau kemudharatan manusia yang dapat menyebabkannya
cedera.

Maka dari itu tingkatan ini sangat terkait sekali
dengan memelihara unsur pokok dalam kehidupan manusia
yang jumlahnya ada lima. Lima unsur pokok menurut Al-
Syatibi seperti halnya konsep dari Al-Ghazali yaitu

memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

%8 Asafri Jaya Bakri, Konsep Magashid Syari’ah Menurut Al-Syatibi, (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 1996), 69-73
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2) Tingkatan hajiyyat (Sekunder)

Kemaslahatan dalam tingkatan ini sebagai bentuk
maslahat untuk menhindari kesulitan, jika seandainya
maslahat dalam tingkatan ini tidak terpenuhi maka tidak akan
sampai merusak kehidupan manusia akan tetapi akan
mendapatkan kesulitan. Misalnya rukshah dalam beribadah
terhadap orang sakit atau musafir, dalam konteks mu’amalah
yakni keriganan tertentu dalam kegiatan jual beli dil.

3) Tingkatan tahsiniyyat (Tersier)

Maslahat dalam tingkatan ini sebagai pelengkap atau
penyempurna dari kedua tingkatan maslahat diatas. Maslahat
dalam tingkatan ini apabila tidak terpenuhi maka tidak akan
sampai menimbulkan kesulitan apalagi sampai merusak
kehidupan manusia. Akan tetapi ketika tidak terpenuhinya
maslahat pada tingkatan ini maka tidak sempurna dan tidak
lengkapnya maslahat yang diperoleh.

Maslahat ini~ bertujuan untuk memperindah dan
sebagai penyempura tatanan hidup yang dapat menjauhkan
dari suatu hal yang kurang pantas menurut akal sehat dan
adat. Misalnya; etika dalam berpakaian, adab-adab
mu’amalah, dll.

Selain tingkatan maslahah yang telah disebutkan di atas

magqashid syari’ah Menurut Al-Syatibi membagi tujuan syari’ah
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secara umum ke dalam dua kelompok yakni tujuan syari’at menurut

perumusannya (syar i) atau bisa disebut juga tujuan Allah dan tujuan

syari’at menurut pelakunya (mukallaf). Dimana tujuan syari’at

menurut syar’i terdapat empat aspek didalamnya diantaranya:

1) Tujuan awal syari’at yaitu kemaslahatan manusia di dunia dan di
akhirat

2) Syari’at sebagai sesuatu yang harus dipahami

3) Syari’at sebagai hukum taklif (perintah atau larangan dari Allah)
yang harus dijalankan

4) Tujuan syari’at adalah membawa manusia selalu di bawah

naungan hukum.

Dari ke empat aspek di atas dari satu dan lainnya mempunyai
keterkaitan dengan Allah sebagai pembuat syari’at. Aspek yang
pertama berkaitan dengan muatan dan hakikat magashid syari’ah.
Aspek kedua ini berkaitan dengan dimensi bahasa yang dalam
tercapainya suatu maslahat yang terkandung di dalam syari’at dapat
dipahami secara benar. Aspek yang ketiga kaitannya dengan
pelaksanaan ketentuan-ketentuan syari’at dalam rangka mencapai
kemaslahatan yang juga berkaitan dengan kemampuan manusia
dalam melaksanakan syari’at tersebut. Aspek yang keempat yang

merupakan aspek terakhir ini bersangkutan dengan kepatuhan

2 Asafri, Konsep, 75.
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manusia sebagai serang mukallaf terhadap hukum Allah yang

bertujuan untuk membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu.

Magashid syari’ah Menurut Muhammad Al-Ayubi

Menurut  Muhammad  Al-Ayubi magashid syari’ah
merupakan makna-makna dan hikmah yang telah ditetapkan Allah
dalam syari’at yang dirumuskan baik secara umum ataupun ksusus
dengan tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umat.

Muhammad Al-Ayubi berpendapat bahwa Allah tidak
membutuhkan ibadah hambanya karena ketaatan dan kelalaian
manusia tidak akan berdampak apa-apa terhadap Allah. Maka
disyari’atkannya sebuah hukum tak lain dan tak bukan adalah untuk
kepentingan manusia. Magashid syari’ah menurut Muhammad Al-
Ayubi secara umum mengacu pada sesuatu yang dimaksud ayat-ayat
atau hadist-hadist hukum_baik yang diberitahu_dengan pengertian
kebahsaannya ataupun tujuan yang ada di dalamnya. Maka dapat
diartikan' bahwa pengertian yang bersifat umum itu lebih
mendefinisikan istilah magashid syari’ah yakni maksud Allah dalam
menurunkan ayat hukum dan juga maksud Rasulullah dalam

mengeluarkan hadist hukum. Disamping itu pengertian khususnya
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adalah subtansi ataupun tujuan yang hendak digapai dalam suatu
hukum yang telah dirumuskan.*
b. Pembagian Maqashid Syari’ah
Mengutip dari literatur yang di dalamnya selain menjelaskan
beberapa pengertian tentang magashid syari’ah juga memaparkan
pembagian magashid Syariah yang terbagi menjadi empat bagian yakni
magqashid syari’ah ditinjau dari tujuan, kebutuhan dan pengaruh hukum,
cakupan, dan kekuatan yang di dalamnya juga terdapat beberapa
penjelasan sebagai berikut:*:
a) Ditinjau dari tujuan
1) Magashid Al-Syar’i
Magashid (maksud) yang dikehendaki oleh Allah sang
pembuat hukum dalam ketetapannya terhadap aturan hukum

yang terdiri dari empat macam dan saling bersangkutan:

Untuk
CIESEN
atan
manusia

dJd
: viagasr
manusia d Al- Harus

berada . dipahami
dalam (nﬁgli;l: d oleh
naungan manusia

harus
dilaksana
kan/diter

apkan

%0 Paryadi, Maqashid Syariah: “Definisi dan pendapat para ulama”, Cross-border 4, no.2,
(2021):, 213

31 Abdul Helim, Maqashid Al-Shari’ah Versus Usul Al-Figh (konsep dan posisinya dalam
metodologi hukum Islam), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019) 19-23
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Gambar diatas mengilustrasikan bahwa keempat macam
maksud diatas juga berhubungan erat dengan Allah sang
pembuat hukum. Dalam pembuatan hukumnya juga sangat dapat
dipastikan bahwa Allah hanya bertujuan untuk kemaslahatan
umat dengan tanpa mempersulit ataupun memberikan bebannya
kepada uamatnya di dunia maupun di akhirat. Dimana tujuan
tersebut akan terwujud ketika manusia sebagai subjek hukum
juga akan terwujud jika manusia paham dan menerapkan aturan-
aturan hukum Allah dengan secara ikhlas melaksanakannya dan
menghindari kehidupan yang penuh dengan hawa nafsu dalam
naungan Allah.

Magashid Al-Mukallaf

Pengertian magashid Al-mukallaf disini adalah maksud
yang diharapkan oleh mukallaf manusia dalam setiap hal
dikehidupannya baik dengan perkataan, perbuatan, ataupun niat
dan keyakinan. Maka dari itu manusia disini dapat membedakan
perbuatan baik ataupun buruk dalam kehidupannya secara
ibadah ataupun kehidupan dengan sosial baik itu kehidupan
beragama hingga bernegara. Hal tersebut akan dilihat dan
disesuaikan dengan magashid syari’ah penerapannya sesuai atau

tidak sesuai apa tidak dengan syari’at Islam.
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b) Ditinjau dari Kebutuhan dan pengaruhnya terhadap Hukum

Pada pembahasan sebelumnya yang telah dibahas oleh penulis
terkait definisis magashid syari’ah menurut para ulama’ salah satunya
yakni Al-Syatibi mengemukakan bahwa dalam magashid syari’ah
tingkatan maslahat terbagi menjadi tiga tingkatan yakni dharuriyyat,
hajiyyat, dan tahsiniyyat. Arti maslahat mencakup sangat luas, yakni
selain berarti kemanfaatan dan kebaikan juga berarti kebutuhan dan
pengaruh karena kemanfatan sendiri itu termasuk ke dalam kebutuhan
dan kebaikan termasuk ke dalam pengaruh.

Maka dalam pembagian magashid syari’ah jika ditinjau dari segi
kebutuhan dan pengaruhnya terhadap hukum itu dibagi tiga tingkatan
yang sama substansinya dengan tingkatan maslahah menurut Al-
Syatibi:*

1) Tingkat Dharuriyyat (primer/keniscayaan)

Hal yang harus diperhatikan dan diterapkan terlebih dahulu
dan seandainya tidak diterapkan maka akan berdampak terhadap
kehancuran kehidupan manusia.

2) Tingkat hajiyyat (sekunder/kebutuhan)
Hal yang harus dilakukan dan diterapkan setelah terpenuhinya
kebutuhan primer namun seandainya diterapkan maka tidak sampai
berdampak terhadap kehancuran manusia akan tetapi akan

menimbulkan kesulitan dalam melaksanakan kehidupan.

3z Asafri, Konsep, 75.
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3) Tingkat tahsiniyyat (tersier/kelengkapan)

Hal yang menjadi pelengkap dari kedua tinfkatan di atas. Artinya
jika seandainya tidak terpenuhinya pada tingkatan ini maka tidak
akan mempersulit kehidupan apalagi merusaknya namun hanya
terasa tidak lengkaplah kebutuhan-kebutuhan yang telah disebutkan

di atas.

c) Ditinjau dari Cakupan

Ada tiga jenis cakupan dari magashid syari’ah diantaranya:

1)

2)

3)

Magashid Al- Ammah (Umum)

Cakupan ini berisi seluruh kumpulan hukum Islam yang
dominan terhadap sifat-sifat hukum Islam yang umum dan
tujuannya seperti keadilan, persamaan, kemudahan, dan sebagainya
demi menjaga dan mewujudkan kemaslahatan umat di dunia
maupun di akhirat kelak.*

Magashid Al- Khasah (Khusus)

Cakupan yang berisi bab atau cabang tertentu dalam hukum
Islam yang tujuannya seperti perlindungan dan kemaslahatan dalam
hukum mu’amalah, jinayah, ibadah, atau hukum keluarga. Misalnya
anak dalam keluarga dan lingkungan dari tindakan kekerasan,
larangan monopoli dalam berbisnis dan sebagainya.

Magqashid Al-Juz iyah (Parsial)

33 Jaseer Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari’ah, 36.
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Cakupan yang berisi suatu hikmah dan rahasia suatu hukum
yang disyari’atkan. Gampangnya cakupan ini di dalamnya
mencakup illat (alasan) dari dibentuknya sebuah hukum.

d) Ditinjau dari Kekuatan
1) Magqashid Al- Qat’iyah
Magashid Al- Qat’iyah ini berisi maksud hukum yang sudah
pasti gat’i karena keberadaanya telah didukung berturut-turut oleh dalil
dan teks yang pasti. Contohnya seperti menghilangkan kesulitan,
mendatangkan kemudahan, terjaganya kehormatan, memiliki hak untuk
mendapatkan keadilan dan sejenisnya.®*
2) Magashid Al-Zanniyah
Berbeda dengan magashid Al- Qat’iyah, maqgashid Al-Zanniyah
di sini berisi maksud-maksud yang diperoleh dari hasil kajian dan
Penelitian - sehingga menjadi - perbedaan = pandangan . dan pendapat
terhadap kedudukan magashid syari’ah.
3) Magashid Al-Wahmiyah
Magashid Al-Wahmiyah ini berisi maksud yang di dalamnya
diperoleh hanya dari hasil sangkaan atau dugaan tanpa adanya kajian
ataupun penelitian.
c. Lima Unsur Pokok Maqgashid Syari’ah
Seperti yang telah diketahui secara umum bahwa lima unsur usul al-

khamsah/ al-daruriyah al-khams adalah bagian dari tingkatan kemaslahatan

34 Amir Syarifuddin, Ushul Figh Jilid 2, 231-234.
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umat al-daruriyah yang mutlak harus dilakukan. Maka kelima unsur ini

adalah unsur pokok dari magashid syari’ah.®

a)

Memelihara Agama/keberagamaan (hifzh al-Diin)
Agama merupakan hal yang sangat vital bagi kehidupan
manusia yang harus dipelihara sebaik mungkin dengan melakukan
perintah Allah dan menjauhi larangan Nya. Salah satu contoh yang

sering ditemui dalam konteks ini adalah memelihara sholat.

b) Memelihara Jiwa (diri) atau Kehidupan (hifz al-nafs)

Jiwa atau kehidupan adalah faktor yang paling penting dan
paling pokok dari segalanya. Di dalam berkehidupan jiwa lah yang
menjadi acuan atau tumpuan setiap individu atau orang. Maka dari itu
keberadaan jiwa haruslah dijaga dan dipelihara dalam hal jalbu
manfaatin maupun daf’ul mufsadah. Artinya dalam pemeliharaan jiwa
haruslah mendatangkan kebaikan dan menolak kerusakan terhadap
jiwanya. Misalnya larangan bunuh diri, larangan pembunuhan, hukum
gishas dan semacamnya.

Memelihara Akal (hifzh al-aql)

Akal adalah unsur yang spesial yang dimiliki manusia. Akal
inilah yang membedakan hakikat manusia dengan makhluk Allah yang
lain. Dengan memelihara akal yang dimaksud di sini adalah tidak
melakukan hal yang dapat merusak akal seperti meminum minuman

keras, narkoba, anjuran menuntut ilmu dan semacamnya.

35 Amir, Ushul Figh, 234-237.
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d) Memelihara keturunan (hifzh al-nasl)

Keturunan yang dimaksud dalam konteks ini adalah keturunan
dalam lembaga keluarga yang dihasilkan dari pernikahan yang sah
sesuai syari’at Islam. Keturuanan sangat penting dijaga demi
keberlanjutan jenis manusia yang baik dan sholeh. Cara memelihara
keturunan disini ialah memperolrh keturunan dari pernikahan yang sah
dengan tidak melakukan zina. Selain itu juga ada beberapa aspek yang
dapat memelihara keturunan seperti merawat, membimbing, memberi
nafkah, memberi Pendidikan yang layak terhadap keturunan agar dapat
mencegah kedalam perbuatan zina.

e) Memelihara Harta (hifzh-al-maal)

Hal yang sangat dibutuhkan manusia dalam melaksanakan
kehidupan salah satunya yaitu harta. Dengan adanya harta manusia bisa
memenuhi.kehidupan sehari-harinya untuk bertahan hidup. Allah telah
memerintahkan memelihara harta dengan_larangan mencuri, larangan

riba, dan kewajiban membayar zakat.

2. Teori Makanan dan Minuman Halal
a. Pengertian Makanan dan Minuman Halal

Halal dalam Bahasa arab Jv- (diperbolehkan) artinya segala

sesuatu baik itu objek maupun kegiatan yang diperbolehkan atau
diizinkan dalam syariat Islam. Dalam kegiatan sehari-hari kata halal
sering dugunakan oleh masyarakat terhadap makanan dan minuman

yang diperbolehkan untuk dikonsumsi dalam Islam dimana kehalalan
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makanan dan minuman tersebut dilihat dari jenis, pengolahan dan cara
memperolehnya. Namun pengertian halal dalam Islam bukan hanya
sebatas dalam konteks makanan dan minuman akan tetatpi seluruh
kegiatan dan objek umat muslim salah satunya yakni dalam hubungan
antar manusia.*®

Makanan dan minuman merupakan sesuatu yang bersumber dari
hayati dan air dengan diolah atau tanpa diolah. Makanan dan minuman
yang dimaksud disini yang dapat dikonsumsi manusia hal ini termasuk
ke dalam bahan tambahan, bahan baku, bahan pendukung lainnya dalam
proses penyiapan pembuatan makanan, pengolahan serta penyajiannya.

Islam juga telah mengatur tentang hakikat makanan dan
minuman halal yakni makanan dan minuman bisa diartikan halal apabila
telah memasuki konsep thayyib yang artinya makanan dan minuman
selain memiliki rasa yang nikmat makanan dan minuman juga
seharusnya harus sehat dan seimbang serta tidak menyebabkan pengaruh
buruk terhadap tubuh manusia yang mengkonsumsinya baik secara fisik
maupun mental. Menurut kajian dan Penelitian dari beberapa ahli gizi
konsep thayyib dalam ajaran Islam terbagi menjadi tiga diantaranya:*’
a) Sehat

Sehat dalam konsep ini adalah makanan dan minuman yang

mempunyai gizi yang lengkap, cukup, dan seimbang.

36 Wikipedia,” Pengertian halal dan haram”, Di akses Pada Tanggal 13 Maret 2025,
https://id.wikipedia.org/wiki/Halal.

% Hasyim Asy'Ari."Kriteria sertifikasi makanan halal dalam perspektif Ibnu Hazm dan
MUI", (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2011), 49.
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b) Proporsional

Konsep ini lebih menakankan makanan yang baik dikonsumsi itu
juga termasuk makanan yang dikonsumsi sesuai porsi dan
kebutuhannya. Maksud dari sesuai kebutuhan ini yaitu
mengkonsumsi makanan bergizi lengkap dan seimbang secara
khusus terhadap manusia yang sedang dalam masa pertumbuhan.
Seperi contoh janin dan bayi yang baru lahir, balita, dan remaja yang
membutuhkan makanan yang mengandung bahan pemangun seperti
protein dalam tumbuh kembangnya.
Aman
Makanan dan minuman selain sangat dibutuhkan dalam kehidupan
manusia juga berpengaruh terhadap kesehatan dan kekebalan tubuh
mereka. Pengaruh yang terjadi tergantung dengan makanan dan
minuman apa yang mereka konsumsi. Jika makanan yang
dikonsumsi adalah makanan yang bergizi lengkap dan seimbang
maka kesehatan dan kekebalan mereka akan stabil. Namun
sebaliknya ketika mereka mengkonsumsi makanan dan minuman
yang tidak sehat maka akan berpengarus buruk terhadap kesehatan
dan kekebalan tubuhnya.

Konsep di atas selaras dengan pengertian produk halal
menurut Burhanuddin engutip dari tesis Ahmad Dhea adalah suatu
produk yang memenuhi kehalalan atau ketentuan yang telah sesuai

dengan syari’at Islam. Menurut Burhanudin produk halal ialah
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produk yang baik dan tidak membahayakan bagi yang
menkonsumsi.®

Selain pengertian halal yang sudah dijelaskan diatas ada juga
penyebab dan jenis sesuatu atau objek bisa dinyatakan halal yakni
dengan meihat zatnya, cara memperolehnya, dan juga
kemanfaatannya. Pertama dilihat dari zatnya artinya sesuatu yang
memang berasal dari zat yang halal, contoh makanan yang berasal
dari hewan atau tumbuhan yang dihukumi halal seperti gandum,
daging sapi yang disembelih dengan menyebut nama Allah dan lain
sebagainya. Kedua yakni dari cara memperolehnya yang artinya
darimana sesuatu itu didapatkan, apakah dari cara yang benar atau
tidak. Seperti contoh makanan dari hasil membeli bukan mencuri,
atau makanan dengan cara pengolahan yang benar (tidak bercampur
dengan dzat yang mengharamkan seperti babi). Ketiga adalah
Kemanfaatannya bagi manusia seperti makanan harus tidak boleh
membahayakan tubuh, tidak memabukkan, dan dikonsumsi sesuai
dengan syariat agama Islam. Namun selain alasan diatas ada juga
faktor halal ‘aradi (tiba-tiba menjadi halal) seperti contoh sesuatu
hasil dari jual beli, sewa menyewa, dan perkara halal lainnya yang

diperbolehkan didalam syariat Islam.*

38 Ahmad Dhea Satria, “Halal Food Menurut Ulama Dan Ahli Gizi Di Kota
Palangkaraya” (Tesis, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya Pascasarjana Prodi Magister
Ekonomi Syari’ah, 2021).

39 Atep Hendang Waluya, “Halal Menurut Al-Qardawi dan Al-Sha’rawi Serta
Implementasinya dalam Perekonomian Islam”, Brilliant: Journal of Islamic Economics and
Finance, Vol. 1 (2) 2023,147, https://journal.yibri.id/index.php/brijief/ .
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b. Dasar Hukum Makanan dan Minuman Halal
Pada dasarnya hukum dari makanan dan minuman itu halal untuk
dikonsumsi selama tidak ada dalil yang mengharamkannya, dan tidak ada
sesuatu yang membuatnya menjadi haram.
Artinya: Asal dari segala sesuatu adalah mubah, selagi tidak ada dalil yang
melarangnya.
Dari kaidah figh di atas dapat dipahami bahwa dasar suatu makanan
dan minuman itu halal selama;
a) Tidak adanya dalil syar’i serta dalil yang kuat untuk mengharamkannya
b) Proses pembuatan sampai penyajian dengan proses yang benar sesuai
syari’at Islam
c) Cara mendapatkannya dengan cara yang benar bukan dengan cara
mencuri, zina, korupsi ataupun perampasan

d) Tidak membahayakan tubuh bagi yang mengkonsumsinya

Selain kaidah diatas halalnya suatu makanan dan minuman
sebenarnya sudah diatur secara jelas dan rinci di dalam Al-Qur’an sebagai
berikut:

a) Surat An- Nahl Ayat 114
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Artinya: “Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah
diberikan Allah kepadamu™®

b) Surat Al- Mai’dah Ayat 88

e % o 1 1, L A (555 i
Artinya :“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang
Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang

kamu beriman kepadaNya”.**

c) Surat Al- Bagarah Ayat 173

T 3 el G e 5 00y T (S 2
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Artinya :“Sesungguhnya Allah hanya mengharamléan bagimu bangkai,
darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut
(nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa
(memakannya) sedang dia tidakmenginginkannya dan tidak (pula)
melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*
Dalam ayat di atas dijelaskan makanan apa saja yang dilarang
untuk dikonsumsi diantaranya:

1) Bangkai hewan yang mati tanpa disembelih atau mati dengan cara
dipukuli, dicekik, terjatuh, divabik-cabik, dan ditanduk oleh hewan
buas. Namun ketika masih sempat disembelih maka hukumnya masih
boleh dikonsumsi seperti halnya bangkai belalang dan ikan juga boleh
dikonsumsi tanpa disembelih.

2) Darah yang mengalir ketika dalam proses penyembelihan hukumnya

tidak boleh dikonsumsi. Lain halnya dengan sisa darah yang tekadang

40 Tim penterjemah, waqaf Al-qur’an dan terjemahannya, 419
* Tim penterjemah, waqaf Al-qur’an dan terjemahannya, 176
42 Tim penterjemah, waqaf Al-qur’an dan terjemahannya, 43
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tertinggal pada daging yang sudah dibersihkan itu hukumnya boleh
dikonsumsi seperti halnya darah yang diperbolehkan yakni jantung dan
limpa.

3) Babi dan segala sesuatu yang berasal dan berkaitan dengannya.

4) Terakhir yakni hewan ketika disembelih mengatakan sesuatu selain

nama Allah.

c. Kategori Makanan dan Minuman Halal

Sebelum makanan dan minuman diberi label halal pada produknya Islam

telah mengklaifikasikan menjadi empat kategori makanan dan minuman bisa

disebut halal dan boleh dikonsumsi dan keempat kategori ini haruslah

terpenuhi keempat kategori itu antara lain:*®

1) Halal Dalam Kategori Zat
Zat adalah factor yang paling penting dalam terbentuknya sebuah
makanan dan minuman. Zat termasuk subtansi ataupun bahan pendukung
terhadap suatu produk makanan dan minuman. Maka dari itu dalam
menentukan kehalalan suatu produk kategori zat adalag factor yang harus
dinilai utama. Dalam hal ini suatu makanan dan minuman harus
dipastikan tidak mengandung zat yang berasal dari hewan atau tumbuhan
yang tidak diharamkan oleh Allah. Sedangkan ketikan makanan dan

minuman didalamnya mengandung zat yang diharamkan atau tercampur

43 Maria Ulfa, “Analisis Hukum Islam Tentang Penetapan Halal Pada Produk Olahan
Bakso Sony (Studi Pada Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung)”, (Diss. Uin Raden Intan
Lampung, 2020), 37.
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dengan zat yang diharamkan maka makanan dan minuman tersebut tidak
boleh dikonsumsi.

Halal Dalam Kategori Perolehan

Makanan dan minuman haruslah diperoleh dengan cara yang benar tanpa
melanggar syari’at yang ditentukan. Karena meskipun zat dalam
makanan dan minuman sudah sesuai dengan syari’at akan tetapi ketika
cara perolehannya dengan cara mencuri, mermpas, zina, dan korupsi
maka gugurlah kehalalan tersebut.

Halal Dalam Kategori Proses

Kategori ketiga ini yang terkadang seringkalai diabaikan. Dalam proses
pembuatan makanan haruslah dengan cara yang benar sesuai syari’at
Islam dengan menggunakan bahan-bahan yang halal dan juga alat masak
yang bersih dan suci (bukan bekas dari mengolah makanan yang kotor
dan najis).

Halal Dalam Kategori Penyajian dan Penyimpanan

Penyajian dan penyimpanan yang dimaksud diisni ialah dengan
menyajikan dan menyimpan makanan dan minuman harus sesuai standar
syari’ah. Karena ketika dalam penyajian dan penyimpanan ini masih
tidak sesuai dengan syari’at seperti contoh menyajikan makanan di atas
piring emas atau menyimpan makanan dan dikirimkan untuk tujuan

jahat. Maka subtansi kehalalan yang lainnya akan gugur.
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d. Syarat dan Kriteria Makanan dan Minuman Halal
Dalam Al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 3 dijelaskan bahwa makanan
dan minuman yang berasaldari tumbuhan baik berupa sayuran, buah-buahan

maupun hewan adalah halal sebagai berikut
Gy o 3 Bl GG sl (5 F (S et
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Artinya :“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi,
(daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik,
yang terpukul,yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas,
kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang
disembelih untuk berhala™**
Syarat dan Kriteria makanan halal dalam pandangan Islam menurut
ayat di atas adalah:*
a) Tidak mengandung babi atau apapun yang berasal darinya.
b) Berasal dari hewan yang diembelih sesuai syari’at Islam dan halal.
c) Tidak mengandung bahan yang najis dan haram seperti darah, bangkai,
sesuatu yang berasal dari tubuh manusia seperti kotoran.
d) Seluruh fasilitas penyimpanan, penjualan, pemrosesan, administrasi, dan
transportasi produk halal tidak boleh digunakan untuk daging babi atau
komoditas non-halal lainnya.

e) Seluruh makanan dan minuman yang tidak mengandung bahan yang

memabukkan.

* Tim penterjemah, waqaf Al-qur’an dan terjemahannya, 157.
* Endang Irawan Supriyadi and Dianing Banyu Asih. "Regulasi Kebijakan Produk
Makanan Halal Di Indonesia.” Jurnal RASI 2. no 1, (2020) , 22.
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3. Fatwa Lembaga Bahtsul Masa’il NU Jawa Timur

a Lembaga Bahtsul Mas’il NU Jawa Timur

Putusan menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebuah
hasil keputusan ataupun temuan hakim atas suatu perkara yang sedang
diperiksa olehnya. Dimana putusan adalah sebuah  bentuk
pertanggungjawaban akhir seorang hakim yang berkekuatan hukum
sesuai peraturan yang berlaku terhadap perkara yang ditangani nya
terhadap para pihak yang bersengketa ataupun berkepentingan lain.
Namun putusan juga dapat berupa hasil keputusan atau temuan para ahli
hukum Islam dalam menentukan sebuah fatwa atau putusan yang
berkaitan dengan syariat Islam.*®

Selanjutnya lembaga bahtsul masail nahdlatul ulama’ Jawa
Timur yakni sebuah forum lembaga yang didirikan oleh organisasi
nahdlatul ulama’ sebagai tanggung jawab moral terhadap masyarakat
dikarenakan lembaga nahdlatul ulama’ adalah organisasi keagamaan
yang memiliki cukup banyak anggota masyarakat muslim yang tersebar
di Indonesia termasuk di provinsi Jawa Timur. Forum bahtsul masa’il ini
membahas tentang tentang permasalahan politik, ekonomi, sosial, dan
budaya yang berada ditengah-tengah masyarakat dan memberikan fatwa
hukum terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi. Hal ini telah
diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga NU, dalam

butir | pasal 17 menyatakan bahwa, tugas bahtsul masail adalah

# «Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).”Di Akses Pada Tanggal 08 November 2024
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Putusan .
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menghimpun, membahas dan memecahkan masalah-masalah yang
mauquf dan wagqi’iyah yang harus segera mendapatkan kepastian

hukum.*’

Maka dari itu putusan lembaga bahtsul masail nahdlatul
Ulama’ Jawa timur dapat diartikan sebagai sebuah sebuah hasil
keputusan berdasarkan analisis dan musyawarah para ulama’ dan ahli
terhadap permasalahan politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang terjadi
ditengah-tengah masyarakat dengan cara menghimpun, membahas dan
memecahkan masalah-masalah  tersebut sebagai bentuk upaya
pertanggungjawaban moral lembaga terhadap masyarakat.

b Komisi Lembaga Bahtsul Masa’il NU

Dalam penerapannya bahtsul masa’il nahdlatul ulama’
menggunakan fokus utama kajian pada masail diniyyah yang dimana
dalam hal ini massail diniyyah sendiri memiliki tiga komisi yang
bertanggung jawab di antaranya:

1) Masail Diniyyah al-Wagqi’iyyah artinya hal ini mengarah terhadap
permasalahan keagamaan yang sifatnya modern atau kontemporer
yang terjadi pada peristiwa saat ini. Tentunya pada masalah yang
bermunculan dalam kehidupan sehari-hari di era zaman modern saat
ini yang perlu melibatkan penerapan hukum Islam.

2) Masail Diniyah  Maudhu’iyyah, Yyaitu mengarah terhadap

permasalahan agama yang fokusnya terhadap aspek pemikiran dan

pandangan didalam Islam. Artinya hal ini mencakup masalah-

7 Fakultas Syariah Dan Hukum, “Bahtsul Masail Sebagai Wadah Intelektual NU,” 2024,
. Di akses pada tanggal 08 November 2024, https://fsh.walisongo.ac.id/?p=.
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masalah yang lebih bersifat konseptual, filosofis, atau teologis, yang
membutuhkan pemahaman mendalam terhadap konsep-konsep
agama, ajaran, dan prinsip-prinsip keagamaan.

3) Masail Diniyyah Qanuniyah, yaitu mengarah terhadap hukum atau
dengan permasalahannya mengenai pembuat undang-undang atau
undang-undang itu sendiri. Hal ini menggunakan pendekatan
terhadap dampak dari undang-undang baru atau terhadap perubahan
suatu hukum didalam masyarakat menggunakan perspektif hukum
Islam. Maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan dalam knteks
ini titik fokusnya berada pada usaha untuk mengartikan dan
menerapkan hukum Islam terhadap peraturan baru atau perubahan
suatu hukum di tengah-tengah masyarakat

¢ Metode Istinbath Hukum Lembaga Bahtsul Masa’il NU
Metode atau prosedur perumusan hukum dan ajaran Ahlu Sunnah

Wa al-Jama’ah dalam tradisi jam’iyah nahdlatul u/ama’ terdapat tiga

metode diantaranya:*®

a) Metode Qauli

Metode ini adalah metode istinbath hukum yang bersandar
pada Kitab-kitab fikih yang disusun dari para Imam mazhab.
Pendekatan dalam metode ini dibuktikan dengan fakta bahwa setiap
fatwa atau keputusan yang diambil selalu berdasarkan dari salah satu

imam madzhab dengan memperhatikan langsung terhadap bunyi

48 Tim PWNU Jawa Timur, Aswaja An-nahdliyah Ajaran Ahlussunnah wa al-Jama'ah
yang Berlaku di Lingkungan Nahdlatul Ulama’ (Surabaya: Khalista, 2007), 8-10
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teksnya. Kedudukan dari metode ini mencapai peringkat utama
dengan memberikan sebuah jawaban dari permasalahan menurut
kutiban kitab imam madzhab. Namun ketika ada lebih dari satu
pendapat terkait permasalahan yang ada maka dilakukanlah proses
taqrir jama’i atau usaha agar dengan kolektif memilih salah satu
pendapat yang telah ada.

Lembaga bahtsul masa’il sendiri sudah menetapkan sebuah
cara dalam memilih gaul (pendapat) saat ada beberapa dari pendapat
yang berkaitan dengan maslahah yang sama. Maka LBM sendiri
mempunyai beberapa upaya agar dapat memilih salah satu dari
pendapat yang ada diantaranya:*

1) Dengan memilih pendapat yang mengndung kemaslahatan dan
argument yang kuat
2). Mengikuti prinsip yang diamanatkan Muktamar NU pertama
dengan menyelesaikan perbedaan dengan beberapa cara sebagai
berikut:
i.  Pendapat yang disepakati Imam Nawawi dan Rafi’i
ii.  Pendapat yang hanya disepakati oleh Imam Nawawi
iii.  Pendapat yang disepakati oleh Imam Rafi’i saja
iv.  Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama
V.  Pendapat ulama yang ter ’alim

vi.  Pendapat ulama yang paling wara’

49 Muhammad Ulil Abshor, "Dinamika lIjtihad Nahdlatul Ulama (Analisis Pergeseran
Paradigma Dalam Lembaga Bahtsul Masail NU)", Millati: Journal of Islamic Studies and
Humanities, no. 2(2016): 239. https://millati.iainsalatiga.ac.id/index.php/millati/article/view/973
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Namun sebenarnya ringkasnya ketika pengambilan keputusan
dalam bahtsul masa’il sebenarnya diambil dari pendapat yang
mengandung lebih banyak maslahat dan juga yang paling shahih
bukti dan argumentanya.

b) Metode Ilhagi

Metode ilhaqgi ini adalah metode penyerupaan hukum antara
suatu hal yang belum tentu memiliki ketetapan hukum dengan suatu
hal yang sudah mempunyai kepastian hukum berdasarkan teks dari
suatu kitab yang terpercaya.*

Dalam prosedur ilhagi haruslah memperhatikan ketentuan
sebagai berikut:

1) Mulhag bih (sesuatu yang belum memiliki ketentuan
hukumnya).
2) Mulhag alaih. (sesuatu. yang . telah ~memiliki ketentuan
hukumnya).
3) Wajh al-ilhag (keterkaitan antara mulhaq bih dan mulhag
alaih).
¢) Metode Manhaji

Metode yang pendekatannya dalam penyelesaian masalah
keagamaan yang dilakukan oleh lembaga bahtsul masa’il dengan
mengikuti pemikiran dan prinsip hukum yang telah dirumuskan oleh

para imam mazhab. Dimana dalam metode ini hukum yang

50 Ahmad Muhtadi Anshor, "Bahth Al-Masail Nahdlatul Ulama: melacak dinamika
pemikiran mazhab kaum tradisionalis" (IAIN Palangkaraya, 2012) http://senayan.iain-
palangkaraya.ac.id/index.php?p=show_detail&id=8824&keywords=
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ditentukan lebih mempertimbangkan illah atau adanya kemaslahatan
terhadap suatu hukum yang ditentukan.

Selain itu bahtsul masa’il dalm penggunaan metode manhaji
menjadi lebih adapttif dalam menghadapi masalah-masalah
keagamaan kontemporer dengan menetapkan hukum mengikuti
metode ijtihad para imam madzhab dengan mempertimbangkan

kondisi sosial budaya yang ada pada era saat ini.”*
4. Teori Karmin

Karmin adalah sebuah pewarna berasal dari serangga cochineal yang
berwarna merah alami. Cochineal ini adalah salah satu jenis serangga yang
hidup pada tanaman kaktus opuntia ficus-india yang banyak di temukan di
daerah Amerika Selatan. Dimana dalam memperoleh pewarna alami karmin
ini yakni dengan mengeringkan serangga cochineal terlebih dahulu
kemudian menghancurkannya sehingga dapat mengambil ekstrak pigmen
merah yang ada di dalamnya. Pewarna karmin ini biasanya digunakan pada
produk makanan seperti susu, yogurt, jelly, permen, es krim, serta beberapa
produk kosmetik seperti eyeshadow, lipstik, dan lain semacamnya.

Disebut dengan pewarna merah alami karena karmin yang berasal
dari serangga cochineal ini mengandung zat yang bernama carminic acid

yang dapat menghasilkan warna merah, pink, peach, serta warna-warna yang

o Fajrul Irfan Burhani, “Status Pewarna Makanan dan Minuman dari Serangga

Cochineal Perspektif Magashid Syariah (Studi Komparasi Fatwa MUI No. 33 Tahun 2011 dan
Keputusan PW LBM-Nahdlatul Ulama Jawa Timur Tahun 2023)” (Thesis, Hukum Ekonomi
Syariah, Fakultas Syariah,Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024). 51
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serupa dengannya. Menurut Andria Agusta yang merupakan peneliti di

bidang botani dari Lembaga limu Pengetahuan Indonesia dalam pengolahan

serangga cochineal agar menjadi pewarna karmin terdapat tiga cara
diantaranya ialah :**

a. Dengan cara merebus serangga cochineal sampai memperoleh larutan
lalu diendapkan dan dikeringkan larutan tersebut agar menjadi bubuk
pewarna karmin.

b. Dengan cara digiling, yakni dengan memilih serangga cochineal betina
lalu dibersihkan dan digiling agar menjadi pewarna karmin.

c. Dengan cara di ekstrak dengan larutan organik berjenis etanol, yakni
dengan membuang lemak serangga cochineal lalu dikeringkan, setelah
itu diekstrak dengan larutan tersebut agar menjadi pewarna karmin.

Di Lapangan pewarna karmin ini banyak diminati oleh beberapa
pencipta produk pangan karena mempunyai kelebihan memberikan warna
merah pada suatu produk dengan tidak mengurangi cita rasa dan tidak
mengubah tekstur dari produk yang dibuat. Selain itu pewarna ini juga
dipercaya dengan kestabilannya karena ketahanannya terhadap suhu panas,
cahaya, serta kondisi penyimpanan yang buruk. Terlebih lagi pewarna
karmin ini tergolong pewarna yang aman dikonsumsi yang ditentukan oleh
FDA (Food and Drug Administration) selama masih mematuhi praktek GMP

(Good Manufacturing Practices).

52 Lintang Ramadhani et al., “Analisis Hukum Penggunaan Pewarna Karmin (Telaah Atas
Fatwa Mui Dan Lajnah Bahtsul Masa’ll Nu),” An-natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner 4, no.
1 (2024): 59, https://doi.org/10.33474/an-natiq.v4i1.21149.
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Namun disamping kelebihan yang dimiliki pewarna karmin ini
ternyata dapat memberikan reaksi negatif kepada sebagian orang yang alergi
terhadap asam karminat. Maka dari itu pentingnya mencantumkan
pemakaian pewarna karmin terhadap komposisi suatu produk makanan atau
minuman sebagai pengetahuan konsumen terhadap penggunaan pewarna
karmin terhadap suatu produk yang biasanya dalam mencantumkan pada
komposisi sebuah produk sering kali menggunakan kode CI 75740, E120,
cochineal extract, carminic acid, natural red 4, crimson lake, dan carmine

lake.>

% M.Si Setyaning Pawestri, S.Pi, “Asam Karminat, Pewarna Merah dari Serangga,”
linisehat.com, 2022, https://linisehat.com/asam-karminat-pewarna-merah-dari-serangga/. Di akses
pada tanggal 07 November 2024, pukul 21:45 WIB.
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BAB I111
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah menggunakan
jenis penelitian hukum normatif, yang dimana penelitian ini juga bisa disebut
dengan (legal research) yang merupakan penelitian yang menggunakan studi
dokumen dengan beberapa bahan hukum seperti perundang-undangan,
putusan, Ketetapan pengadilan, Kontrak/perjanjian, teori hukum, serta
pendapat dari para ahli ataupun para sarjana. penelitian hukum normatif
menurut E. Saefullah Wiradipradja adalah sebuah penelitian hukum yang
didalamnya mengkaji norma hukum positif sebagai objek kajiannya. Dimana
didalam hukum normatif sebuah hukum sudah tidak lagi dipandang sesuatu
yang bersifat khayalan semata akan tetapi didalamnya telah tersistem dan
terlembaga secara tertulis dalam bentuk norma. Disamping itu penelitian
hukum normatif juga bisa disebut dengan penelitian doktrinal dan penelitian
studi kepustakaan atau studi dokumen dikarenakan di dalam penelitiannya
penulis hanya dilakukan dan ditujukan terhadap peraturan atau norma yang
tertulis dengan menggunakan beberapa data yang bersifat sekunder dari
perpustakaan atau bahan-bahan pustaka lainnya. >*

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa Pendekatan
diantaranya ialah pendekatan konseptual (conceptual approach) dan
pendekatan perundang-undangan (statute approach) dimana peneliti dalam

melakukan penelitiannya menggunakan pandangan dan doktrin serta prinsip

% E.Saefullah Wiradipradja, Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya
llmiah Hukum (Bandung: Keni Media, 2015), 5.
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yang berkembang dalam ilmu hukum untuk mencari jawaban atas penelitian
yang ditulis serta menggunakan beberapa perundang-undangan dan regulasi

terkait tentang penelitian yang dibahas. *°

Sumber Bahan Hukum

Adapun penelitian ini menggunakan tiga jenis sumber data, yaitu
sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier :
a. Sumber Data Primer
Sumber data primer dalam penyusunan penelitian ini
menggunakan hasil putusan Lembaga Bahtsul Masail NU Jawa Timur
pada Selasa, 29 Agustus 2023 yang mengklaim bahwa produk apapun
mengandung karmin yakni haram serta tidak boleh dikonsumsi atau
digunakan. Selanjutnya sumber data primer yang peneliti gunakan ialah
buku magashid Syariah. Jadi dalam sumber data primer ini peneliti
menggunakan tiga sumber data antara lain;
1. Putusan Lembaga Bahtsul Masail NU Jawa Timur pada Selasa, 29
Agustus 2023
2. Buku Konsep Magqashid Syari’ah Menurut Al-Syatibi karya Dr. Asafri
Jaya Bakri
3. Buku Panorama Magqashid syari’ah karya Dr. Sutisna, MA dkk
b. Sumber Data Sekunder
Menurut Sugiyono sumber data sekunder merupakan informasi

pendukung yang dapat diperoleh lewat data tidak langsung. Sumber data

% Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram:Mataram university press, 2020), 58
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sekunder merupakan informasi tambahan yang digunakan untuk

mendukung atau memperkuat penelitian.”® Sumber data sekunder dalam

penelitian ini antara lain sumber data yang diperoleh dari buku-buku,

kitab dan literatur yang selaras dengan penelitian yang diteliti. Adapun

macam-macam data sekunder yang diteliti oleh penulis sebagai berikut:

a) Buku-buku yang berhubungan dengan judul dan permasalahan yang
akan dikaji dalam penulisan skripsi oleh penulis.

b) Hasil penelitian atau karya ilmiah yang relevan dengan penulisan
skripsi oleh penulis.

c) Jurnal hukum atau literatur yang relevan dengan penulisan skripsi

oleh penulis

c. Sumber Data Tersier
Sumber data tersier merupakan data tambahan atau data yang
menjelaskan sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun
sumber data tersier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa
Ensiklopedia Hukum Islam, kamus hukum, kamus bahasa indonesia serta

kamus yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah
menggunakan studi terhadap dokumen yang menggunakan referensi

literatur serta analisis arsip dari beberapa bahan hukum yang ada dan

%6 Sugiyono, Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, R&D, Alfabeta (Bandung: Alfabeta,
2016). 24.
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relevan dengan penelitian yang diteliti. Dimana didalam pendekatannya
peneliti melakukan proses membaca, mengutip, serta menganalisis buku,
dokumen, undang-undang/peraturan, serta literarur terkait yang relevan

dengan penelitian yang peneliti angkat.

D. Teknik Analisa Data
Setelah data-data terkumpulkan, teknik analisis data merupakan
tahapan yang penting dalam penelitian. Menurut Miles dan Huberman
dalam Jogiyanto Hartono analisis data merupakan kegiatan yang meliputi
pengumpulan data, reduksi data, dan penyimpulan hasil penelitian.>
Setelah semua data terkumpul, maka peneliti menganalisis data yang
diperoleh dengan metode deduktif, yaitu cara berpikir yang berlandaskan
pada kaidah hukum Islam dengan menggunakan magashid syariah.

Sehingga peneliti bisa memperoleh kesimpulan dari penelitian yang

diharapkan.
E. Keabsahan Data

Keabsahan data = menjadi hal penting untuk diperhatikan,
karena data merupakan komponen yang sangat penting didalam
penelitian, data inilah yang akan nantinya digunakan sebagai sumber
analisis data, dan selanjutnya akan digunakan sebagai dasar dalam
penarikan kesimpulan, demikian data yang didapatkan harus memenuhi

syarat keabsahan data. Salah satu cara untuk mengetahui keabsahan

" 'M Jogiyanto Hartono, Metode pengumpulan dan teknik analisis data, (Yogyakarta:
Penerbit Andi, 2018). 12.
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data pada penelitian ini dapat dilakukan dengan menggunakan teknik

triangulasi. Teknik triagulasi menurut Nasution adalah “triangulasi dapat

dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda-beda, yaitu

wawancara, observasi, dan dokumen. Triangulasi ini selain digunakan

untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data.

Selain itu, triangulasi juga dapat berguna untuk menyelidiki validitas

tafsiran peneliti terhadap data, karena itu triangulasi bersifat reflektif”.

Dalam teknik triagulasi yang digunakan oleh peneliti dalam menulis

penelilitian ini menggunakan teknik pengumpulan dokumen yang

didalamnya dibedakan menjadi triagulasi sumber, triagulasi peneliti, dan

triagulasi metode. >

1. Triangulasi sumber menurut Sugiyono adalah peneliti melakukan
pengecekan terhadap beberapa data yang telah didapat dari beberapa
sumber

2. Triangulasi peneliti yakni peneliti melakukan perbandingan terhadap
metode penelitian terdahulu dan melakukan pengecekan apakah ada
kesamaan dalam permasalahan yang diteliti.

3. Triangulasi Metode peneliti melakukan pengecekan terhadap sumber
data yang didapat dengan metode yang serupa.

F. Tahap Tahap Penelitian

Adapun tahap-tahap yang akan dilakukan oleh penelitian ini sebagai

mana berikut:

%8 Nur Solikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara
Media 2019). 18.
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1. Tahap Pra Penelitian
Tahap pra penelitian merupakan tahap mengumpulkan bahan-
bahan penelitian. Karena dalam penelitian ini adalah penelitian
kepustakaan, maka bahan yang dikumpulkan adalah berupa informasi
atau data empirik yang bersumber dari buku-buku, jurnal, hasil laporan
penelitian resmi maupun ilmiah dan literatur lain yang mendukung
topik penelitian ini.
2. Tahap Pelaksanaan
Adapun dalam tahap pelaksanaan ini peneliti akan membaca
bahan kepustakaan. Dalam tahapan ini peneliti melakukan observasi
dan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari jurnal-jurnal huku,
jurnal-jurnal yang relevan dengan topik terkait, pendapat para ahli
yang dimuat dalam buku, karya ilmiah, artikel, serta jenis penulisan
yang lainnya yang relevan dengan topik yang diangkat.
3. Tahap Penyusunan Laporan
Tahap pelaporan adalah tahap akhir di setiap penelitian yang
sudah dilakukan. Dalam tahap ini peneliti menulis hasil penelitian
dengan cara menyusun data yang telah dikumpulkan, dianalisis, dan
disimpulkan dalam bentuk karya ilmiah yang sesuai dengan pedoman
yang berlaku di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq

Jember.



BAB IV
PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Putusan Minuman Berlabel Halal Berbahan Baku Karmin Pada Putusan
Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Jawa Timur

1. Forum Bahtsul Masa’il NU Jawa Timur

Nama nahdlatul ulama’ sudah tidak asing lagi di masyarakat
Indonesia khususnya masyarakat muslim. Nahdlatul ulama’ merupakan
salah satu organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia yang tentunya
memiliki pengaruh yang besar pula terhadap perkembangan Islam di
dalam berbagai macam keberagaman yang ada. Pendiri nahdlatul ulama’
sendiri yakni K.H. Hasyim Asyari yang pada saat itu menjadi salah satu

yang memprakarsai berdirinya Nahdlatul Ulama’ pada tahun 1926 M.

Selain itu setelah berdirinya organisasi ini menjadikannya salah
satu pintu terhadap para tokoh Islam di Indonesia untuk- berijtihad dalam
menentukan sebuah hukum dan permasalahan-permasalahan yang terjadi
di masyarakat yang didalamnya terdapat beberapa elemen masyarakat
antara lain Kiai, santri, nelayan, pedagang, petani dll, yang merasa
terpanggil serta andil dalam berpartisipasi, membantu, memberikan solusi
terhadap permasalahan-permasalahan agama yang terjadi terkhusus para
warga nahdliyyin sebagai bentuk kepedulian yang tinggi terhadap umat

Islam.>®

%M A Fattah, Tradisi orang-orang NU (Yogyakarta: Pesantren, 2006). 8.
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Lembaga bahtsul masa’il nahdlatul ulama merupakan Lembaga
yang mengkaji berbagai permasalahan keagamaan yang terjadi di tengah-
tengah masyarakat dan memiliki kewenangan untuk menjawab hal tersebut
terhadap warga nahdliyyin dalam naungan nahdlatul ulama’. Adanya
lembaga bahtsul masa’il nahdlatul ulama’ berfungsi untuk mengkaji serta
menjawab permasalahan-permasalahan warga nahdliyyin yang merupakan

warganya yang dilaksanakan dengan penanganan yang khusus.

Ditinjau dari garis organisasinya lembaga bahtsul masai’l ini
adalah sub-struktur dari nahdlatul ulama’ yang bertugas menghimpun,
membahas, serta memecahkan masalah-masalah kasuistik dan mauquf
(kajian yang terhenti dikarenekan tidak menemukan suatu jawaban) yang
berfungsi untuk segera memperoleh kepastian dan ketetapan hukum.®
Secara historis semenjak di keluarkannya surat rekomendasi PBNU pada
tahun 1990 M Lembaga Bahtsul Masai’l sendiri resmi menjadi sebuah
lembaga tetap yang mengatasi permasalahan-permasalah agama di

dalamnya.

Di samping itu salah satu peneliti asal Belanda Martin Van
Bruinessen berpendapat bahwa perkembangan tradisi bahtsul masai’l yang
berada di lingkungan nahdlatul ulama’ bukan sebuah gagasan murni dari
para kiai-kiai nahdlatul ulama. Menurut Martin Van Bruinessen tradisi
yang ada itu adalah hasil impor dari tanah suci makkah yang dibawa oleh

beberapa kalangan muslim Indonesia yang belajar di haramaiyn, dari

60 Mahsun Mahfudh, “Nalar Hukum Nahdlatul Ulama,” mahsunmahfudh.blogspot.com,
diakses 20 April 2025 pukul 15.00, http://mahsunmahfudh.blogspot.com.
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sinilah perkembangan terjadi dengan melalui lembaga pendidikan berupa
pesantren dengan peaksanaannya dilakukan dengan sisten yang berbentuk
diskusi atau dalam kajian biasa disebut halagah ®* yang harapannya dapat
mengkaji dan mendalami berbagai permasalahan keagamaan yang terjadi

di kalangan masyarakat khususnya masyarakat nahdliyyin.

Dimana semenjak nahdlatul ulama’ berdiri pada tahun 1926 M
kegiatan bahtsul masai’l mulai bertemu dengan identitasnya yang berada
di bawah naungan nahdlatul ulama. Kegiatan bahtsul masai’l pertama kali
dilaksanakan pada tanggal 21-23 September 1926 M yang bersamaan
dengan acara Muktmar nahdlatul ulama ke-1 yang bertempat di
Bondowoso Jawa Timur dengan mengajukan permasalahan-permasalahan
kepada para Syuriah yang kemudian ditampung dan dipilah-pilah
menggunakan skala priotas dan apabila terjadi mauquf (belum jelas) maka
artinya pembahasan akan' diulangi pada tingkat organisasi yang lebih
tinggi (dari Ranting ke Cabang, Cabang ke Wiayah, Wilayah ke pusat,

baik berupa Munas Ataupun Muktamar).

Bahtsul masa il telah menjadi tongkat estafet bagi keberlangsungan
organisasi NU dengan dibuktikannya sedari tahun 1926 sampai sekarang
bahtsul masa’il telah menghasilkan berbagai macam jawaban kepastian
hukum dalam permasalahan yang terjadi di dalam keagamaan warga
nahdliyin dan juga masyarakat Islam lainnya yang mana dalam prakteknya

teah dibagi menjadi empat tingkat yakni bahtsul masa’il tingkat Ranting,

8 Hamzah Sahal, “Halagah,” nu.or.id, diakses 8 April 2025 pukul 15.00,
https://nu.or.id/nasional/halagah-EGGFq.
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Cabang, Wilayah, dan Pusat. Selain tingkatan, seiring dengan
berkembangnya zaman bahtsul masa’il juga memiliki penyebaran wilayah
yang cukup luas disampig Provinsi Jawa Timur sebagai tempat awal mula
pertama kali dilaksanakannya bahtsul masa’il antara lain; Provinsi Jawa

Barat, Jawa Tengah, Bali, Lampung, NTB, dll.

Melalui bahtsul masa’il ini semua permasalahan keagamaan yang
terjadi jawabannya tentunya dari hasil kajian telaah yang amat sangat
matang dari beberapa pakar intelektual nahdlatul ulama’ secara konsistensi
sehingga menghasilkan keputusan hukum yang berlandaskan ahlusunnah
wa al-Jamaah yang mencakup Aqidah, Syari’ah, dan Akhlaq yang mana
ketiganya adalah satu kesatuan ajaran yang mencakup seluruh aspek

prinsip keagamaan.®?

Fatwa Bahtsul Masa’il NU Jawa Timur Terhadap Minuman Berlabel Halal

Berbahan Baku Karmin

Keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga bahtsul masail tentunya
sangat berpengaruh terhadap kebiasaan masyarakat Islam baik dalam
aspek sosial, ekonomi ataupun budaya. Namun meskipun keputusan
tersebut sangat berpengaruh terhadap masyarakat Islam akan tetapi
tidaklah mengikat terhadap mereka. Keputusan bahtsul masa’il hanya
sebuah hasil jawaban sebuah kajian dari permasalahan yang ada yang
bertujuan untuk memberikan paham hukum Islam pada era saat ini yang

masih belum jelas diatur dalam Al-qur’an dan Al-hadist dengan tetap

62 Masyhudi Muchtar, Aswaja An-Nahdliyyah, (Surabaya: Khalista, 2007). 13.
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berpedoman pada keduanya melalui berbagai macam cara berijtihad
seperti salah satunya yakni Ijma’ ataupun Qiyas. Dari banyaknya
keputusan yang telah dikeluarkan olehn LBM NU salah satunya terkait
penggunaan karmin (pewarna merah alami dari serangga) pada produk
makanan dan minuman. Dalam Putusan LBM NU tahun 2023 Bangkai
serangga (hasyarat) tidak boleh konsumsi karena najis dan menjijikkan
kecuali menurut sebagian pendapat dalam madzhab Maliki. Adapun
penggunaan karmin untuk keperluan selain konsumsi semisal untuk lipstik
menurut Jumhur Syafi’iyyah tidak diperbolehkan karna dihukumi najis,
sedangkan menurut Imam Qoffal, Imam Malik dan Imam Abi hanifah
dihukumi suci sehinnga diperbolehkan karna serangga tidak mempunyai

darah yang menyebabkan bangkainya bisa membusuk.

Berikut adalah dalil yang digunakan oleh LBM-NU Jawa Timur :®3

6-9.

63 Keputusan Bahtsul masa’il Jawa Timur Selasa, 12 shafar 1445 H/29 agustus 2023 M,
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Tabel 2.4. dalil fatwa LBM NU Jawa Timur tentang produk minuman

berlabel halal berbahan baku karmin

No Referensi Dalil
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Pada tabel di atas telah dilampirkan dalil-dalil yang digunakan dalam
Fatwa LBM NU Jawa Timur tentang produk berlabel halal berbahan baku karmin

sebagai barikut:

1. Kitab I’anatut Thalibin Juz 1 Halaman 108
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Artinya: “(cabang) dalam madzhab ulama’ tentang serangga seperti
ular, kalajengking, kumbang, belalang, tikus, dan sejenisnya
“madzhab kami (Abu Hanifah, Ahmad, dan Daud ) berpendapat




81

bahwa semua itu haram sedangkan madzhab Imam Malik
membolehkan”

2. Al-Qur’an Surat Al Maidah ayat 3

° Cosg ., e 3T o e
J;;;Js‘izd’jg;mjws’ HERCI

Artinya: “Diharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi ”®*

3. Kitab Ad-Dzakhiroh Juz 4 hal 125
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Artinya: ~ “Dalam  Al-Jawahir: Apakah ~ perbedaan tentang
penyembelihan belalang berlaku pada penyembelihan sesuatu yang
tidak memiliki' jiwa = yang mengalir, “selain belalang, ataukah
mengharuskan penyembelihan? Ada dua jalan bagi para ulama’
setelahnya aturan penyembelihan di tetapkan untuk mengekstraksi
limbah terlarang dari tubuh yang halal dengan paksa melalui metode
tersebut. Hewan, maka barangsiapa yang menyadari tidak adanya
kotoran pada sesuatu yang tidak bernyawa, lalu menjadikannya sebagai
prinsip, lalu hewan itu beristirahat sebagaimana mestinya, maka ia telah
mengizinkan kematiannya. Dan karena keabsahan hilangnya jiwa dan
menjadikannya sebagai prinsip sendiri, maka dia tidak mengizinkannya.
Aturan tentang yang langka melekat pada yang mahal. Maka
barangsiapa yang memperhatikan aturan ini, ia pun meninggalkan
penyembelihan hewan yang hidup di darat mulai dari hewan laut karena

% Tim penterjemah, waqgaf Al-qur'an dan terjemahannya, (Jakarta: Yayasan
Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-qur’an, Maret 1971), 157
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mahalnya biaya. Dan barangsiapa tidak mengembalikan yang pertama
dan bahwa matinya laut itu bertentangan dengan prinsip, dia tidak
menjatukannya.”

4, Kitab Figh fi madzahibil arba’ah juz 1 hal 1116
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Artinya: “Adapun yang di maksud dengan perbuatan mematikan ialah
menyembelih sesuatu yang tidak ada darahnya, seperti belalang dan
ulat. Pembantaiannya adalah amanahnya, dengan cara apapun seperti
api, potong gigi,dipukul dengan tongkat, atau yang serupa dengan itu
di perukan seperti orang bisu untuk berniat menyembelihnya.
Diwajibkan dalam empat hal itu menyebut Allah SWT bagi seorang
muslim yang berakal lagi mampu. Jika ia lupa dan tidak mampu maka
hewan semebelihnya boleh dimakan.”

5. Al-Mawwaqg Al Maliki Juz 3 Hal 228

;@ii,f)c)mvjosj (B A B Ll ST
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Artinya: “Tidak halal dimakannya kecuali yang telah dipotong
kepalanya, atau digoreng atau dipanggang ketika masih hidup. Jika
kepalanya belum dipotong maka itu cacat. Dikatakan: Apakah ia
melemparkan ke dalam api ketika masih hidup? la berkata: Tidak ada
yang salah dengan halt u adalah penyembelihan ritual. 1bnu Qasim

berata: Jika kakinya atau sayapnya dipotong dan ia mati karenanya,
maka ia akan dimakan”.

Lembaga bahtsul masa’il NU Jatim dalam putusan tersebut
menyatakan penggunaan zat pewarna dari serangga cochineal adalah najis

karena belum melalui proses istihalah tammah (proses transformasi dari
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zat asli) maka tidak diperboehkan untuk dikonsumsi. Dalam putusannya
bahtsul masa’il NU Jatim juga menerapkan prinsip kehati-hatian ihtiyath
dalam mengkonsumsi makanan atau minuman yang berasal dari serangga
yang proses pengolahannya dan sal zatnya mendekati mubah dan syubhat

untuk dikonsumsi.

Selain itu penggunaan bahan najis terhadap suatu produk terutama
produk makanan dan minuman dapat menggurkan status kehalalan jika
mengacu pada salah satu syarat kehalalan dari suatu makanan adalah
tayyib (baik dan suci) yang sudah diatur dalam surat Al-bagarah ayat 168
dan 173. Putusan ini secara tidak langsung menjelaskan bahwa kehalalan
suatu produk bukan hanya dilihat dari label namun juga harus lihat dari

asal mula serta proses suatu bahan yang ada pada suatau produk.®®

B. Analisis Maqgasid Syariah Terhadap Putusan Lembaga Bahtsul Masail

Nahdlatul Ulama Jawa Timur

Magashid syari’ah memainkan peran penting dalam praktik hukum
Islam karena memberikan pondasi untuk menerapkan hukum- hukum
syariah dengan mempertimbangkan kemaslahatan umum (maslahah) dan
mencegah kerusakan (mafsadah). Selain itu, maqgashid syariah
memungkinkan hukum syariah untuk tetap fleksibel sesuai dengan

perubahan zaman dan konteks sosial. putusan atau fatwa dari lembaga

65 Samsudin, “Makanan Halal Dan Thayyib Perspektif Al-Qur’an,” Book Chapter, 2020,
1-26, Di Akses Pada Tanggal 24 Maret 2025, https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/15446.
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bahtsul masa’il yang dikeluarkan pada tahun 2023 lalu memang menjadi
polemik perbedaan hukum yang sangat berpengaruh. Namun putusan yang
ada tidak semata-semata hanya putusan belaka namun putusan yang
dikeluarkan terdapat sebuah illat atau alasan demi kemaslahatan umat.
Maslahat dalam magqashid syari’ah terdapat tiga tingkatan yakni tingkatan
daruriyah, hajiyah, dan tasniyah. Dimana dari ketiga tingkatan maslahah
tersebut maslahah yang paling utama dan harus selalu dijaga dan
dipelihara adalah tingkatan daruriyah yang ketika tidak terpenuhinya
tingkatan ini akan merusak kehidupan manusia. Maslahah tingkat
daruriyah menurut dalam maqashid syari’ah terdapat lima unsur pokok
yang akan penulis benturkan dengan fatwa dari LBM NU tentang produk
minuman berlabel halal berbahan baku karmin apakah sesuai dan
memenuhi kemaslahatan umat yang terdiri dari lima unsur pokok
magashid syari’ah. Maka dari sini penulis akan menemukan pendapat atau
ide terhadap efektifnya fatwa yang dikeluarkan oleh LBM NU tentang
produk minuman berlabel halal berbahan baku karmin terhadap

masyarakat terutama masyarakat muslim.®®

Analisis berdasarkan perspektif hifzh al-din, dalam menjaga agama
pada fatwa yang dikeluarkan oleh LBM NU tentang produk minuman
berlabel halal berbahan baku karmin bertujuan untuk menjauhi bahan-

bahan yang sifatnya syubhat. Lembaga bahtsul masa’il sendiri dalam

66 Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid Syari’ah Menurut Al-Syatibi, 60.
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putusannya sangat menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengkonsumsi
sebuah produk makanan ataupun minuman. Mengingat dalam fatwa yang
dikeluarkan oleh oleh LBM NU tentang produk minuman berlabel halal
berbahan baku karmin menggunakan dalil yang salah satunya dari Al-

Qur’an surat Al- maidah ayat 3:
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Artinya :“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi,
(daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik,
yang terpukul,yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas,
kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu)
yang disembelih untuk berhala Demikian pula) mengundi nasib dengan
azlam (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini
orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu. Oleh
sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku.
Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku
cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu.
Maka, siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa,
sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”®’

Dalil tersebut menunjukkan bahwa pewarna karmin yang berasal
dari serangga yang cara pengambilan pewarna alaminya dengan cara
dikeringkan atau direbus maka di sini timbul keraguan apakah jenis
serangga chonicheal yang telah mati tanpa disembelih termasuk ke dalam
kriteria bangkai yang haram dikonsumsi atau sejenis dengan belalang.

Dari keraguan ini kita harus tekankan prinsip kehati-hatian demi menjaga

67 Tim penterjemah, waqaf Al-qur’an dan terjemahannya, 157
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agama dengan tidak mengkonsumsi makanan yang mengandung bahan

yang najis. Hal ini sejalan dengan surat Al-Hujurat ayat 15:

P ARG 10 T 55 1 L 5l
Dsbatal 15 Bl Lo 3 gy
Artinya: “Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya
adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya,
kemudian mereka tidak ragu-ragu, dan mereka berjihad dengan
harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang

yang benar."®
Analisis berdasarkan perspektif hifzh al- nafs, pewarna makanan
karmin memang secara kesehatan masih tergolong ke dalam bahan
pewarna yang aman digunakan selagi tidak berlebihan. Namun ada
beberapa studi yang menyebutkan bahwa penggunan pewarna alami
karmin terhadap produk makanan dam minuman bisa berpotensi
memberikan reaksi alergi terhadap sebagian orang tertentu yang memang
tubuhnya tidak dapat menerima pewarna karmin masuk kedalam
tubuhnya. Dengan demikian, anjuran  LBM NU untuk berhati-hati juga
mencakup perlindungan terhadap jiwa dan kesehatan masyarakat. Dalam
dimensi ini, pendekatan Magashid melihat bahwa aspek keselamatan fisik

umat juga menjadi bagian dari perlindungan syariah. Dalam surah Al-

Bagarah ayat 195 menjelaskan:

b
°

Lot By S ) G 6 Lo (g i
/i o }"“

P

68 Tim penterjemah, waqaf Al-qur’an dan terjemahannya, , 848.
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Artinya:” Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu

ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah

menyukai orang-orang yang berbuat baik

Ayat tersebut menjelaskan tentang janganlah membuat diri kita
yakni jiwa kita menjadi sakit. Putusan LBM NU tentang produk minuman

berlabel halal berbahan baku karmin ini untuk melindungi manusia

terutama yang mempunyai alergi terhadap pewarna karmin.

Analisis selanjutnya yakni perspektif hifzh al-agl yakni menjaga

akal. Allah berfirman Dalam surah Al-Mujadilah ayat 11:

655 a0 5t Ly 181,80 Lol A 55

Artinya: “Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat”"

Menjaga akal sangatlah penting bagi manusia. Apalagi pada zaman
sekarang ini banyak sekali teknologi yang mendukung Pendidikan dan
ilmu pengetahuan lebih luas lagi. Dalam firman Allah diatas barangsiapa
yang terus meninggikan iman dan akal yang dalam konteks ini adalah
informasi maka Allah akan angkat derajatnya. Kejelasan informasi
mengenai kandungan bahan dalam produk sangat penting agar konsumen
dapat mengambil keputusan secara sadar. Maka adanya putusan LBM NU
Jawa Timur tentang produk berlabel halal berbahan baku karmin dalam

mendorong adanya edukasi dan keterbukaan informasi. Hal ini

% Tim penterjemah, wagaf Al-qur’an dan terjemahannya, 47.
70 Tim penterjemah, waqaf Al-qur’an dan terjemahannya, 910.
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mencerminkan nilai magashid dalam menjaga akal melalui penyediaan

informasi yang jujur dan transparan kepada masyarakat.

Dari uraian diatas maka dapat ditarik benang merah bahwa
keputusan LBM NU sangatlah mengedepankan sebuah prinsip kehati-
hatiannya. Terutama dalam menjaga agama (Hifzh al-Din) yang
berlandaskan pada kaidah:

Artinya: "Mencegah kerusakan didahulukan daripada menarik

kemaslahatan"

Lembaga bahtsul masa’il NU Jawa Timur memprioritaskan
pencegahan kerusakan yang diakibatkan oleh konsumsi pewarna karmin
yang najis daripada manfaat yang mungkin diperoleh dari penggunaannya.
Dengan demikian, meskipun pewarna karmin dapat memberikan manfaat
dari segi warna makanan yang menarik, namun karena ia berasal dari

bahan yang tidak suci, maka mencegah penggunaannya adalah tindakan

yang lebih tepat menurut lembaga bahtsul masa il NU Jawa Timur.

Ditinjau dari kemaslahatan yang telah diuraikan di atas. Dimana
alasan dikeluarkannya sebuah fatwa atau putusan tak lain dan tak bukan
adalah untuk kemaslahatan umat. Maka pandangan penulis terhadap
analisis ini adalah pertimbangan masyarakat umat muslim terkait
mengkonsumsi suatu produk yang tidak diperbolehkan oleh fatwa lembaga
bahtsul masa’il NU Jawa Timur namun diperbolehkan oleh fatwa lain

yakni MUI kembali kepada keyakinan hati setiapumat karena mengingat
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sifat dari suatu fatwa adalah sebuah jawaban dari permasalahan bukan

aturan yang mengikat. Hal ini selaras dengan kaidah

S Jyz U G

Artinya: “sesuatu yang yakin tidak akan menghapus yang ragu”

Maka dari itu dengan adanya analisis putusan ini bertujuan agar
menambah keyakinan setiap umat terhadap setiap fatwa yang akan di
laksanakan Produk yang mengandung bahan syubhat bisa menyebabkan
kerugian, baik secara ekonomi maupun spiritual, terutama jika konsumen
merasa tertipu oleh label halal. LBM menekankan agar produsen
bertanggung jawab secara moral dan ekonomi untuk memberikan produk
yang benar-benar sesuai syariat. Hal ini sesuai dengan prinsip menjaga

harta dalam magashid syariah.



BAB V
PENUTUP
A. KESIMPULAN

Dari beberapa uraian yang telah dijelaskan di atas maka dapat ditarik

kesimpulan bahwa:

1. Fatwa LBM NU Jawa Timur menyatakan bahwa status halal minuman
yang menggunakan karmin sebagai pewarna perlu ditinjau ulang.
Meskipun ada fatwa sebelumnya yang menghalalkannya dengan
metode ilhaqi, LBM NU menilai karmin berasal dari serangga yang
umumnya dianggap najis dan tidak halal dikonsumsi. Meskipun
karmin hanya digunakan sebagai pewarna tambahan, tetap diperlukan
kehati-hatian dalam menetapkan kehalalannya karena asal-usulnya

yang meragukan menurut mayoritas ulama.

2. Fatwa LBM NU Jawa Timur tahun 2023 tentang minuman halal
berbahan karmin mencerminkan prinsip magashid syariah, dengan
menekankan kehati-hatian demi menjaga lima aspek utama: agama,
jiwa, akal, keturunan, dan harta. Fatwa ini tidak hanya berdasarkan
dalil fikih, tapi juga bertujuan melindungi umat dari dampak negatif,
baik spiritual maupun fisik. Meskipun berbeda pandangan dengan
MUI, keputusan ini sah dalam ruang ijtihad. Fatwa ini bersifat tidak
mengikat, tetapi menjadi pedoman bagi umat berdasarkan keyakinan

dan ilmu. Prinsip yang dipegang adalah mencegah kerusakan lebih

90
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diutamakan daripada menarik kemaslahatan, agar umat terhindar dari
hal yang masih ragu status kehalalannya dan produsen lebih transparan

dalam penggunaan bahan tambahan yang berpotensi haram.
B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, penulis memberikan beberapa

saran sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga Sertifikasi Halal dan Produsen, disarankan untuk lebih
transparan dalam mencantumkan komposisi bahan baku, khususnya
bahan tambahan seperti karmin, serta melakukan uji kelayakan halal
secara menyeluruh berdasarkan ketentuan syariah dan fatwa-fatwa
keulamaan setempat, guna menghindari keraguan di tengah masyarakat

Muslim.

2. Bagi Konsumen Muslim, diharapkan memiliki kesadaran yang lebih
tinggi dalam memilih produk halal dengan memperhatikan label
komposisi dan sertifikasi halal yang terpercaya, serta tidak ragu untuk
mencari informasi tambahan tentang bahan-bahan yang digunakan

dalam produk makanan dan minuman.

1. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya, disarankan untuk
mengembangkan penelitian serupa dengan cakupan yang lebih luas,
seperti membandingkan putusan lembaga fatwa lain atau lembaga

sertifikasi halal di tingkat nasional maupun internasional terhadap isu
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penggunaan karmin dan bahan pewarna hewani lainnya, agar

didapatkan pandangan hukum Islam yang lebih komprehensif.
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1. Diskripsi Masalah

memmwpmmmwwmmmwmhm
mmmkmmnmmmmzmmrmm
Sedimentasi di Laut.

omw«mnadmmsum&mm.mmdmmmmm
mﬂmﬂM.uﬂW‘thmmWhmewnm
HS52505900, belum ditemukan adanya transaksi ekspor, baik dari segi nilal maupun volume.

Sepuﬂdhbhni,wsml!)hlﬁc""ozmoumudﬂhnehwpaﬂrhut,ubml
salah satu bentuk pemanfaatan hasil sedimentasi laut, dengan syarat kebutuhan di dalam negeri sudah
terpenuhi,

Dibukanya kembali keran ekspor pasir lsut memicu polemik dan reaksi dari berbagai pihak di
tanah air, terutama mempertanyakan jaminan pengawasan pemerintah soal pasir sedimentasl,
Peraturan ini dinilal "membuka ruang” bagl perusahaan untuk mengekspor pasir laut ke Tuar negeri ,
hal ini akan berisiko mengurangl pulau pulsu kecil yang ada di Indonesia. Sebab, sedimen pasic yang
dikeruk dapat merusak ekosistern pantai dan menimbulkan abrasi sementara negara negara yang
mendapatkan pasic darl indonesla dapat melakukan reklamasi laut mereka sehingga terbentukish
tanah olor.

Kementerian Kelautan dan Perlkanan mengklaim kebljakan inl sejatinya bukan sebatas untuk
mendukung pelaksanaan proyek-proyek pembangunan, tapi juga mengamanatkan dilakukannya
perlindungan dan rehabilitasi terhadap ekosistem dari hasil sedimentasi yang dikelola,

Sejak Peraturan Pemerintah ini diterbitkan, ada tiga kekhawatiran di dalamnya yaitu ekspor
pasir laut, ancaman ekologi, dan ada siapa di balik kebijakan ini. Sebetulnya dari tiga isu itu kalay
mmmwhmﬂnmmht«ubutmm,mmam
pertimbangannya apa dan dasar-dasar kebijakannya apa? Sudah jelas bahwa KKP mempunyal tugas
dan tanggung Jawab memelihara laut.

Mmmmdmhnmwumbuf‘mumm“ymhm
menjelaskan beberapa hal yang melatarbelakangl pemerintah menerbitkan kebijakan tata kelola
sedimentas] di laut, mulal darl kewajlban negara untuk memastikan lautnya sohat dan bersih, serta
menjamin keberfanjutan ekologl, mendukung kepentingan nasional dan adanya mandat internasional

,.mmmmmmwmmmmumwmmma .

kerusakan ekosistem.

pvejatim.orid °mu«.u
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Sikap Menter] Kelautan dan Perlkanan Soktl Wahyu Trenggono, sambungnya, selama Inl d]u:
sudah jelas menempatkan ekolog) sebagal panglima dalam membangun tata kelola kelautan
perikanan, termasuk soal pengelolaan hasil sedimentasi di laut.

Hal senada disampaikan Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir Kementerian Koordinator
"""""‘ﬁmdwmmﬂmmmnm»muwmam
mengutamakan pengendalian dari ancaman kerusskan ekosistem dibanding pemanfaatan hasil
sedimentasi untuk kepentingan ekonomi.

Pertanyaan

; Bagaimana Huloam ekspor pasir aut.
Bagaimana hukum kepemilikan tanah olor?
3. Dengan pertimbangan adanya dampak kerusskan ekosistem dalam penambangan pasir dalam
volume besas, bagaimana hukumnys 7
Jawaban:

1. Ekspor pasir laut tidak diperbolehian kecuali memenuhi syarat syarat sebagai berikut:

{1) Berdasarkan pertimbangan kemasishatan yang terukur melebibi potensi bahayanya

(2) Tidsk menimbulian kerusakan terhadsp lingkungan, ekosistem dan sesual dengan aturan-aturan
yang menglkat datam Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelofaan Lingkungan Hidup, Persturan Pemerintah (PP) No

{3) Yidak merugikan negara, nefayan dan aktivitas pelayaran,

(4) Menggunakan sumber daya dalam negeri dan hasilnya dimaksimafian untuk pembangunan negara.

(S) Pihak p bang harus diakukan oleh perusshsan jasa tambang yang kredibel dan bertanggung
jawab serta teteap mempertimbangian kepentingan masyarakat secara luas.
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| 2. KH. M. Arsyad Busholr 2. KM, Zahroward| 2. KH. Syamsuddin
| 3. KH, Muhib Aman All 3, KH. Sylhabuddin Sholeh | 3. M, Masykur Junaidi
| 4. KH. Jaguli Nur 4, KH. Al Ramai o
s,

KH. Shafiyuilah 5. KH, Ali Maghfur Syaduill -y ——

S. KH. Anang Darunnajah
2. Deskripst Massiah

Selain racikan rasa yang dibuat seenak mungkin, penampitan produk makanan dan minuman juga
hmmwnmmkmmamwmm.mmammad&hdmwam
Pewarna makanan untuk menampilkan warna yang cerah. Selain pewarna sintetis dan alami, ada juga
makanan dan minuman yang menggunakan pewarna dari serangga bernama karmin Untuk mengolah
menjadi pewarna, serangga cochieneal dijemur hingga kering, lalu dihancurkan dengan mesin. Setelah
Itu, jaditah serbuk berwarma merah tua erah. Untuk menonjolkan aspek wama yang diinginkan, biasanya
ekstrak cochleneal ini dicampur dengan larutan alcohol asam untuk leblh memunculkan warna.

Pewarna karmin inl dapat ditemukan dalam produk pangan komersial seperti yoghurt, susu, permen,
Jello, es krim, dan pangan lainnya yang berwarna merah hingga merah muda.

Karmin adalah pewarna merah yang uslanya sudah sangat twa, berasal dari suku Aztec di tahun 1500-an.
Ketika orang Eropa menemukan budaya mereka selama eksplorasi, mereka menggunakan ekstrak
serangga berjenis cochineal atau kutu daun sebagal powarna untuk kain dengan warma merah cerah.

Komisi Fatwa MUI menetapkan bahwa pewarna yang berasal darl serangga karmin inl dinyatakan
halal. Ketetapan itu Juga tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2011 yang telah disepakati oleh
Ulama Indonesla

Pertanysan
Benarkah pewarna yang dibust dari bangkal serangga ini hatal digunakan pada makanan dan minuman ?
Jawaban
wWMMMMWMMWMM
Adapun karmin yang terdapat pada semisal Upstik menurut Jumhue Syafi‘lyyah dibukumi najis, menurut
Imam Qoffal hulasmnya sucl.
Referensi
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3. Profesi Content Creator, Publisher Rights dan Platform Digital
Daftar Pembahasan:
A. Profesi Content Creator
B. Akad yang melandasi Profesi Content Creator
€. HalHal yang terlarang dilakukan oleh Content Creator
D. Etika Content Creator dalam menyampaikan Informasi
E. Rekomendasi
A. Profesi Content Creator
Content creator merupakan seorang individu atau organisasi yang secara rutin memproduksi konten
untuk dibagikan melalul platform digital. Contoh dari platform digital, adalah youtube, mesin search
engine seperti google, yahoo, media agregator berita seperti MSN, Bing, dan lain sebagainya atau
bahkan website dan blog mandiri.
Umumnya, qoshd olo'dham dari seorang content crector adalah mendapatkan penghasitan dari
mempromosikan produk / endorse, meyampalkan kajian, menggiring opinl publik ke pemikiran yang
dimiliki oleh seorang content creator hingga meningkatkan branding individu / kampanye.
Sudah barang tentu, bahwa penghasifan yang diperoleh oleh seorang content creator inl halal menurut
amwmammwmlmhmmwmmm
membentuknya dan tidak ada mawanl’ syar’ly yang diterjang oleh pembuat content. Hal ini sesual
dengan penjelasan yang dissmpaikan al-imam Tajuddin al-Subky [w. 771) di datam kitab beliay:
(V) ©) Sl ol g For/y S - 3ty L2t
3 Ay sl P ol 355 N Lo LoVl 5y Tl 3y2alt 3 oW
ol Jle EraI0038 b V) Aol (s (ol o 35003 st ol s it WS
o e WS o S any o iy it b o bl Bt 3T 650 oy
G Er on [aagys] F3l ged F s o Lol Y sl ga My 2Jl5 fena o
Y e Joo ¥l Ny acaiall sl Ll ¢ LAk ey g5 3 0K S )
S e o 3l 2B o el n iy D42 e S Y 4 10
B. Akad yang melandasi Profes! Content Creator
Searang content creotor adakolanya mereka bergerak secara mandirl, Oleh karena ity fokus utama

mereka adalah mengejar troffic kunjungan ke kanal {chonnel) yang dibangunnya. Ujung-ujungnya, adalah
penghasilan yang didapat dasl Google Adsense.
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Lampiran 3 Produk Mengandung Karmin

Daftar Gambar Produk Minuman Mengandung Karmin

1. Grenfields
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3. Cimory Yogurt

4. Frisian Flag




